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BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah serta  Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang berdampak
pada penyesuaian struktur organisasi Perangkat Daeran
dan perubahan pohon kinerja Perangkat Daerah serta
penyesuaian kegiatan/subkegiatan beserta indikator
kinerja dan targetnya, maka Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Badan
Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 perlu
ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang .

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah bebrapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6081);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007.Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6794);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan
Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 178);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);



Menetapkan .

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

33.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Nomor 9);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022
Nomor 1);

38. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Badan
Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 130);

39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI

NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2026.



Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 130 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 130)
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal § februar! 2022

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal g Rpraar 1 2022

EN NGAWI,

AN A 5
SEKRETARIS DAERAH
£y _J./' 4

i {

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 34



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya
Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021- 2026 dapat diselesaikan
dengan baik sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Renstra sebagai panduan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan Daerah untuk
5 (lima) tahun ke depan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan mekanisme, cara,
danmetode dalam penyusunan dokumen Renstra bagi Perangkat Daerah. Badan Keuangan
berkewajiban  untuk menyusun Renstra yang selaras dengan dokumen  yang lebih  tinggi

dan merumuskan program kegiatan yang progresif menjawab permasalahan yang ada.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini menemui berbagai kendala namun dapat diatasi
dengan baik karena Renstra ini disusun secara partisipatif melibatkan seluruh unsur baik pimpinan

maupun staf lingkup Badan Keuangan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal terkait.

Renstra ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan tahun
2021-2026, sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya Indikator
Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.

Demikian semoga bermanfaat.

Ngawi, Pebruari 2022

=\
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 5% TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NGAWI NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH PADA BADAN
KEUANGAN KAB. NGAWI TAHUN
2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan bentuk
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengen Dalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negerti
Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun
Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta
menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan

dapat dilihat pada gambar berikut :

| REIPD.

1 i

| RKA-SKPD e — :mb sﬁﬂp

[ DPA-SKPD  fummmarnes  APBD |
Mol , SS——

Gambar 1. Arsitektur Dokumen Perencanaan Daerah



1.RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang
merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah
dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJMD adalah
dokumen perencanaan untuk pericde 5 tahun yang merupakan
penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja
yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJMD ini selanjutnya
disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan
Renstra-SKPD yaitu dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima)
tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya
dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan
dalam Rencana Kerja .Renjai SKPD merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 1 tahun.Renja SKPD yang disusun dengan mengacu pada
Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan
RKA SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan
dan penganggaran. Selanjutnya RKA SKPD ini akan menjadi dasar
ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA. Berdasarkan
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1),
mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat () disampaikan oleh
Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan

rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati
memiliki berbagai macam program kegiatan dalam rangka mensukseskan
Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam urusan Keuangan, meliputi;
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Perda
Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun



2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A.

Rencana Strategis disusun sebagai instrumen untuk lebih memberi
arah tujuan, sasaran organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara
mencapainya. Perencanaan strategis merupakan awal dari akuntabilitas
suatu lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu,
proses penyusunan rencana strategis memerlukan keterlibatan dari
berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Renstrajuga
merupakan penjabaran atas gambaran permasalahan yang dihadapi serta
indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan
permasalahan secara terencana, sistematis dengan mempertimbangkan

potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Dinamika pada Perangkat Daerah baik itu secara Regulasi maupun
tugas pokok dan fungsi baik mengharuskan dilakukannya perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah. Latar belakang perubahan Rencana

Strategis Badan Keuangan yaitu :

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan
Kinerja Instansi Pemerintah ditindaklanjuti dengan perubahan pohon
kinerja Perangkat Daerah hasil asistensi oleh Kementerian PAN-RE
yang mempengaruhi perubahan kegiatan/sub kegiatan beserta

indikator kinerja dan targetnya pada Renstra PD;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

3. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Keuangan Tipe A;

4. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/14/404.101.2/B/2022 tentang
Penetapan Pejabat Fungsional yang Diberikan Tugas Tambahan sebagai
Sub Koordinator pada Perangkat Daerah;

5. Perkembangan permaslahan, kondisi dan isu strategis pada Perangkat
Daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru

dana tau indikator kinerja baru.



1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana StrategisBadan Keuangan

Kabupaten Ngawi adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republikhlndonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negar.;l yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

Undang-undang Nomor- 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438};

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 ‘tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Pemerintah Pengganti. Undang-undang (Perppu) Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114j;



28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284); 20.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi [-9 Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284); 20.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi 1-9 Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang

Penjenjangan Kinerja Instansi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019- 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor S, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 94);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10); 23.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun
2012 Nomor 19);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2012 Nomor 19);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Nomor 9).

39. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi;

40. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Keuangan Tipe A.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud
« Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan
seluruh potensi sumber daya manusia
* Memberikan arah, pedoman yang terencana dalam
mengarahkanpotensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi,
misi serta strategi yang mampu menjawab
tantangan,kemajuanperkembangan.

» Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan

1.3.2 Tuyjuan

* Memberikan gambaran potensi riill yang dimiliki, melalui faktor

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan



+ Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang

akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun

» Memprediksi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dan sekaligus

mencari jalan keluar (solusi)

+ Memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan & komunikasi

dengan berbagai pihak.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun2021-
2026 sebagai berikut:

BAB. 1 PENDAHULUAN

BAB. Il

1.1. Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan |

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

BAB. Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
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BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB. VIII PENUTUP
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BAB 1I
GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD
2.1.1.Kedudukan
» Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Badan
Keuangandipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2.1.2 Tugas, Fungsi
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Badan
Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
fungsi penunjang urusan keuangan serta tugas lain yang diberikan
oleh Bupati.Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :
a. penyusunan Rancangan Feraturan Daerah tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah;
b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran
Pemerintah Daerah;
e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang RAPBD dan
PAPBD;
f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan APBD;
g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat
Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD;
i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

k. penyusunan Laporan semester | dan Prognosis 6 bulan berikutnya;
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I. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak
dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;

m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
pelaksanaan APBD,;

n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /
menatausahakan investasi daerah;

o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

p. melakukan penagihan piutang daerah;

q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama pemerintah daerah;

r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah
daerah;

s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;,

t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang
pengelolaan barang milik daerah;

u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

V. m_elaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi
(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
d. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
e. Bidang Perbendaharaan Daerah;
f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
h. Kelompok jabatan fungsional.
(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e.,huruf {, huruf g dan huruf h masing-
masing dipimpin oleh Ke_pala yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepadé Kepala Badan.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Keuangan dapat

dilihat pada : -
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Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan

Uraian tugas dari masing-masing struktur Badan Keuangan

digambarkan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ' urusan

perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a.
b.-

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
Penyusunan perencanaan program dan kegiatan perangkat
daerah;

. Pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah dan ppkd;

d. Pengelolaan  administrasi surat menyurat, kearsipan,

dokumentasi dan rumah tangga;

. Pengelolaan barang dan jasa inventaris;

f. Pengelolaan administrasi kepegawaiaan dan peningkatan

o

kapasitas kepegawaian perangkat daerah;

. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis bidang;

. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kinerja

sesuai program dan kegiatan perangkat daerah dan ppkd;dan
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i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta
kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

. Melaksanakan analisa dan pengembangan pajak daerah;

. Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran PajakDaerah;

. Melaksanakan Penetapan PajakDaerah;

. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

S 00 o O T

Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait

dengan pendapatan daerah;

g. Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak
daerah kepada masyarakat;

h. Melaksanakan perumusan kebijakan pajak daerah;

i. Melaksanakan sistem informasi pajak daerah;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah.

k. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di bidang
Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah serta tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta
'kebijakan anggaran Pemerintah Daerah;

b. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan KUA PPAS dan KUPA
" PPAS Perubahan;
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c. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD dan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD, PAPBD;

d. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA
SKPD, DPA dan DPPA SKPD;

e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah;

f. Meiaksanakan pembinaan perencanaan penganggaran daerah;

g ‘Melaksanakan Analisis perencanaan dan Penganggaran
Pembiayaan Daerah;

h. Melaksanakan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi;

i. Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan;

j. Melaksanakan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

k. Melaksanakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten;

1. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai dengan bidang tugasnya
. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan di bidang
perbendaharaan daerahserta tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Perbendahaaran daerah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Regulasi serta
kebijakan perbendaharaan Daerah

b. Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;

¢. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sisa lebih perhitungan
anggaran sebelumnya; ' '

a. Penyiapan dan penerbitan anggaran kas Pemerintah Daerah,
SPD dan SP2D serta penerbitan SKPP;

b. Menyiapkan dokumen pengesahan penerimaan dan pengeluaran
yang tidak melalui RKUD;

c. Melaksanakan Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
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d. Melaksanakan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya;

e. Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama Dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan
Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;

f, Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,
dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);

g. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Piutang Dan Utang
Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas;

h. Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan
Instasi Terkait;

i. Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten;

j. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Badan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan
serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerahmempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan regulasi akuntansi pemerintah
daerah;

b. Melaksanakan Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten;

c. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan

dan Pengeluaran Kas Daerah;
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d. Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan
Beban;

e. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan
dan Semesteran;

f. Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;

g. Melaksanakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang
tidak melalui RKUD;

h. Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelesaian
Tuntutan Perberdaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;

i. Melaksanakan Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

j. Melaksanakan penyusunan ikhtisar laporan keuangan BUMD;

k. Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten;

1. Melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;

m. Melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

n.Menyusun dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang
terkait dengan bidang Akuntansi dan Pelaporan;

0. Melaksanakan evaluasi Laporan Realisasi APBD,;

p. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala

Badan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan ‘Barang Milik Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan serta tugas-tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugasnya.Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaah Barang

Milik Daerah mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan regulasi serta
kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;

c. Melaksanakan koordinasi inventarisasi barang milik daerah

Pemerintah Daerah;



d. Melaksanakan penyusunan standar harga;

e. Melaksanakan penyusunan standar kebutuhan barang milik

daerah;

. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan

- barang milik daerah;

g. Melaksanakan rekonsiliasi laporan barang milik daerah

Pemerintah Daerah;

h. Melaksanakan penyusunan laporan barang milik daerah

Pemerintah Daerah;

i. Melaksanakan penyusunan persetujuan dalam penyusunan

rencana kebutuhan barang milik daerah;

i. Melaksanakan koordinasi dokumen pengajuan usulan

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;

k. Mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;

. Melaksanakan koordinasi penyimpanan dokumen kepemilikan

asset pemerintah daerah;

m. Mengoordinasikan dan Melaksanakan pembinaan pengelolaan

barang milik daerah kabupaten;

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan Keuangan sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA OPD

a. Sumber Daya Manusia
Badan Keuangan didukung sejumlah 78 pegawai (data per 31

Desemeber 2021), sebagai tenaga penunjang operasional sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan rincian dan tingkatan

sebagaimana dalam tabel berikut :

< Komposisi Berdasarkan Jabatan

NO NAMA JABATAN KELAS JUMLAH
| JABATAN
1. | Kepala Badan 14 1 Orang
2. | Sekretaris Badan : | 12 1 Orang
3. | Kepala Bidang 11 S Orang
4. Kepda Sub Bagian 9 1 Orang
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5. | Kepala Sub Bidang 8 20 Orang
6. | Bendahara 7 1 Orang
7. | Pengelola/Pengolah 6 35 Orang
8. | Pengadministrasi 5 11 Orang |
JUMLAH 76 Orang
Tabel. 1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan
< Jumlah Pegawai menurut Pangkat/Golongan

NO | PANGKAT/GOL - JUMLAH

1. | Pembina Utama Muda / [Vc 1 Orang
2. | Pembina Tk.1/1Vb 1 Orang
3. lsembina / IVa 9 Orang
4. |PenataTk.I/IIId 10 Orang
5. | Penata / llIc 10 Orang
6. Pénata MudaTk. I /1l b 8 Orang
7. | Penata Muda / Il a 7 Orang
8. | Pengatur Tk.I/ II d 17 Orang
9. | Pengatur/Ilc 12 Orang
10. | Pengatur Muda Tk. I/11 b 1 Orang
11. | Pengatur Muda/ Il a 0 Orang

JUMLAH 76 Orang
Tabel.2. Jumlah Pegawai Menuruf Pangkat/Golongan
< Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional &Pelaksana

NO ESELON JUMLAH

1. | Eselonll 1 Orang

2. | Eselon Il 7 Orang

3. | EselonlV 21 Orang
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4. | Pelaksana 47 Orang

JUMLAH 76 Orang

Tabel.3. Jumlah Pejabat Struktural / Fungsional &Staf

& JumlahPegawai menurut keberpihakan Pengarusutamaan Gender(PUG)

No. Eselon/ Fungsional Laki-laki | Perempuan Jumlah
1. | Eselonll 1 0 1 Orang
2. | Eselon Il 3 4 7 Orang
3. | Eselon IV 10 11 21 Orang
4, | Staf 34 13 47 Orang
JUMLAH 48 26 76 Orang

Tabel. 4. Jumlah Pegawai menurut keberpihakan Pengarusutamaan Gender (PUG)

< JumlahPegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah
1. | Pasca Sarjana/ Strata 2 17 Orang
2. | Sarjana/ Strata 1 18 Orang
3. | Ahli Madya D3 7 Orang
4. | SMA : 34 Orang
5. | SMP -
JUMLAH 76 Orang

Tabel.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Peta Jabatan sebagai gambaran kebutuhan pegawai dimasa sekarang

dan masa mendatang sebagai berikut :

JUMLAH JUMLAH
NO NAMA JABATAN KEBUTUHAN | KONDISI
: (berdasar | SEKARANG
1 | Kepala Badan Keuangan 1 1
2 | Sekretaris 1 1
3 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah 1 1
4 | Penyusun Laporan Keuangan 1 0
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5 | Bendahara 2 2
6 | Pengelola Keuangan 6 2
7 | Perencana Ahli Muda 1 1
8 | Analis Perencanaan Penganggaran 1 0
9 | Pengelola Bahan Perencanaan 2 1
10 | Kepala Sub BagianUmum 1 1
11 | Analis Kepegawaian 1 0
12 | Pengadministrasi Umum 5 3
13 | Arsiparis 1 0
14 | Pengelola Surat 2 1
15 | Pengelola Kepegawaian 2 1
16 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik 2 0
17 | Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 1
18 | Kasubbid Pengamananan dan 1 1
19 | Analis Klasifikasi Barang 1 0
20 | Pengolah Data 2 1
21 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 2 1
22 | Pengelola Dokumentasi 1 0
3 | Kasubbid enyusunan Regulasi dan 1 1
24 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris 1 0
25 | Pengelola Pemegang ljin Penyewa Tanah 2 0
26 | Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 2 1
27 | Analis Kebijakan Ahli Muda 1 1
28 | Analis Aset Daerah 1 0
29 | Pengolah Data Rekonsiliasi 2 0]
30 | Pengolah Data KebijakanKlasifikasiBarang 1 1
31 [Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan 1 1
39 | Kasubbid Akuntansi Penerimaan dan 1 1
- 33 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan 1 0
34 | Pengolah Data Sistem Akuntansi 1 0
35 | Pengelola Akuntansi 1 1
36 | Kasubbid analisis Pelaporan & Transaksi 1 1
37 | Penyusun Laporan Keuangan 1 0
.38 | Pengelola Laporan Keuangan Daerah 1 1
39 [ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 1 1
40 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan 1 0
41 | Pengelola Akuntansi 1 1
42 | Pengadministrasi Penerimaan 1 1
43 | Pengolah Data Sistem Akuntansi 1 0
44 | Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah 1 1
45 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli 1 1
46 | Penyusun Laporan Keuangan 3 0
47 | Pengolah Data Laporan Kas | 1 1
48 | Pengelola Data Transaksi 3 1
49 | Pengadministrasi Penerimaan 1 0
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50 | Kasubbid Verifikasi

51 | Penyusun Laporan Keuangan

52 | Pengelola Gaji

53 | Pengadministras iKeuangan

54 | Kasubbid Belanja

55 | Analis Pelaporan Dan Transaksi

56 | Pengelola Data Pencairan Dana

57 | Pengadministrasi Keuangan

58 | Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah

59 | Kasubbid Pengendalian&Evaluasi

60 | Analis Perencanaan,EvaluasidanPelaporan

61 | Pengadministrasi Keuangan

62 | Pengelola Data danPotensiPajak

63 | Analis Monitoring, EvaluasidanPelaporan

64 | Pengelola Data dan Informasi Perpajakan

65 | Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan

66 | Kasubbid Penetapan dan Penagihan

67 | Analis pengembangan Potensi Daerah

68 | Pengelola Data dan Potensi Pajak

69 | Pengadministrasi Keuangan

70 | Analis Penagihan

71 | Pengolah Data PenagihPajak

72 | Pengadministrasi Pajak

73 | Kabid Perencanaan Anggaran Daerah

74 | Kasubbid Pembinaan Dan

75 | Penyusun APBD

76 | Pengelola Anggaran

77 | Kasubbid Penyusunan Perda dan Perkada

78 | Penyusun APBD

79 | PengelolaAnggaran

80 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah ahli

81 | Penyusun APBD

il lolol=]l—=]loaldliv]vD]|lWl=INIO]INDIL]IND]OI=|==]d|lWl—|D]R]WI—
OOO—‘I—-‘OD—'OO&—'HHOOHOOHOO—‘OO—-‘[\)OO—‘I—‘D—‘OOO—‘D—'O[\)H

82 | Pengelola Anggaran

. Peta jabatan tersebut selanjutnya akan dimasukkan kedalam e-formasi
sehingga diharapkan dapat dilakukan perekrutan pegawai guna menunjang

kinerja badan keuangan khususnya




b. Sumber Daya Aset

Sumber Daya Aset berupa sarana dan prasaranapenunjang pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan yangsecara rinci tertuang dalam
Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Keuangan, namun untuk mendapatkan

gambaran Sumber Daya Aset yang di Badan Keuangan dapat dilihat dari

tabel scbagai berikut :

NO.

NAMA BARANG

JUMLAH
(Unit)

KET

TANAH BANGUNAN KANTOR

A.C. SPLIT

40

ALAT PEMOTONG KERTAS

ALAT PENGHANCUR KERTAS

AMPLIFIER

BRANDKAS

BUFFET KAYU

CAMERA ELECTRONIC

O lo [N Jo (o | | o |-

CAMERA VIDEO

[ NN = |

CCTV - CAMERA CONTROL TELEVISION
SYSTEM

ot

11

COMPACT DISC PLAYER

N

12

CPU (PERALATAN PERSONAL KOMPUTER])

17

13

DISPENSER

14

DISPLAY

15

KIPAS ANGIN

16

AUTO SWITCH/DATA SWITCH

W O = [

17

ACCES POINT

18

PORTABLE ROUTER

19

KABEL UTP

141 I | (S I (o))

20

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)

16

21

ANTENE SHF TRANSPORTABLE

22

DATA PATCH PANEL

23

SWITCH

24

MAINFRAME (KOMPUTER JARINGAN])

25

ROUTER

26

LCD PROJECTOR/INFOCUS

27

HUB

W = 0o I [N = N




28

24

SCANNER (PERALATAN MINI KOMPUTER)

29

ABAKUS (ALAT HITUNG]

30

P.C UNIT

77

31

SERVER

12

32

EXHAUSE FAN

33

FACSIMILE

34

FILING CABINET BESI

26

35

FILING CABINET KAYU

36

FILM PROJECTOR

37

HANDY CAM

38

HANDY TALKY (HT)

39

HARD DISK

N N = N

40

KURSI BESI/METAL

130

41

KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA
PEJABAT ESELON IV

42

KURSI KERJA PEGAWAI NON '
STRUKTURAL

30

43

KURSI KERJA PEJABAT ESELON 11

44

KURSI KERJA PEJABAT ESELON III

45

KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV

46

KURSI PUTAR

27

47

KURSI TAMU

17

48

LAP TOP

27

49

LEMARI BESI/METAL

S0

LEMARI BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN

ol

LEMARI ES

52

LEMARI MAKAN

53

MEJA KERJA KAYU

57

54

MEJA KERJA PEJABAT ESELON II

95

MEJA KERJA PEJABAT ESELON IiI

56

MEJA RAPAT

57

MEJA TELEPON

58

MESIN ABSEN (TIME RECORDER)

59

MICROPHONE

60

MONITOR

N N = = W = e

61

NOTE BOOK

26
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62 | PAPAN BERGERAK 2

63 | PAPAN NAMA INSTANSI 1

64 | PAPAN PENGUMUMAN 1

65 | PERFORATOR BESAR 3
PRINTER (PERALATAN PERSONAL

66 | KOMPUTER) 113

67 | RAK BESI 12

68 | RAK SERVER 2
SCANNER (PERALATAN PERSONAL

69 | KOMPUTER)

70 | SCANNER (UNIVERSAL TESTER) 2

71 | SEPEDA MOTOR 33

72 | SOFA 12

73 | SOUND SYSTEM 4

74 | STATION WAGON 7

75 | TELEPHONE (PABX) 1

76 | TELEVISI 4

77 | UNIT POWER SUPPLY 3

78 | WHITE BOARD 13

79 | WIRELESS 2
BANGUNAN GEDUNG KANTOR SEMI PAPAN

80 | PERMANEN S | REKLAME
RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE A

81 | PERMANEN 1 | GUDANG

JUMLAH TOTAL 885

Tabel.6. Sumber Daya Aset (Data Aset per. 2020)

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai
dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai
melalui pel‘aksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam
periode waktu tertentu. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan

berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Persentase Pengelolaan Keuangan Kategori Baik
v Persentase Penyusunan Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian

dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Kategori Baik



v Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kategori Baik

v Persentase ketepatan waktu realisasi anggaran SKPD

v Persentase Dokumen penyusunan anggaran APBD yang disusun

sesuai regulasi dan tepat waktu

v’ Persentase dokumen

APBD yang disusun sesuai SAP dan tepat waktu

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

2. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tertib Dalam

Penatausahaan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Kategori Baik

v Persentase tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah ( BMD ) Tertib

dalam Penatausahaan,

Penggunaan

Pengawasan, Pengamanan, Kategori Baik

& Pemanfaatan serta

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan adalah sebagai

berikut :
NO URAIAN 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | Persentase Pengelolaan 84% | 85% | 88% | 90% | 97% | 98%
Keuangan Kategori Baik
2 | Persentase Pengelolaan 84% | 85% | 84% | 94% | 98% | 99%

Barang Milik Daerah
(BMD) Tertib Dalam

Penatausahaan,

Pemanfaatan Dan

Pengawasan Kategori Baik

Tabel.7. Capaian IKU 2016-2021

Tolak ukur Pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat dari

Indikator pada masing-masing kegiatan yaitu antara lain:

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang meningkat tiap

i ey
o I'URAIAN

4

Tabel.8. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

"' ' TARGET(RR) [ .
1.967.303.167.805,24
1.990.841,443,197,85
'.12.182,371.005.038,62
 2.080.394.828.837,26
. 2.177.721382.647,00

2.137.771.216.831,00

REALISASI(Rp)

2.078.139.645.055,79

tahunnya;

1.996.633.707.31546 101,

. 2.202.023.202.926,80"" | 100,90

2.1259.605.045.925,80

. 2.206.087.473.199,80- .

1310.934.500.710,00
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e R e L e b R
3 '.11""’\;"';"|r!_.'. * MRS

177:603.167.047:24 197.957.917 532,63 111*.4?
: 2044844685.#76&0 223.871.715.022,26 109,29
230-.‘928.018-.:!67,51' 255.080.331.088,'80 : 110,46
232.017.239.267,26 269.975.788.588,80 116,36
287.590.074.591,00 283.608.932.666,80 98,62
249.891.880.892,00 188.227.109.341,00 75,32

Tabel.9. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

KODE PROYEKSI

R URAIAN

! 222 Rp) 2003 (Rp) 2004 Rp) 2025 Rp) 200 Rp)

i 7 3 i 5 6 ]

4 |PENDAPATAN DAERAH 218.399570,56839 | 2.428.651.207.84532 | 2.438469.850793,91 | 2148.965.791.899.43 | 2.459.830422.163,83
41 [PENDAPATAN ASLI DAERAH BOSI6ISNN| W0UITIIBIR | OSIGLSTEI | BIAISATERLA | BLIGATT.INES
42 [PENDAPATAN TRANSFER 1793,040.684.207,00 | 1.793.040.684217,00 | 1.753.040,684.217,00 | 1.793.040.684.217,00 | 1.793.040.684.217,00
43 |LAIN2 PENDPTN. DAERAHYG SAH |  74775.560.00000| 7477556000000 |  TATTS56000000|  TATISS0.000,00 747556000000

' Tabel.10. Proyeksi 5 (lima) Tahun Kedepan

2. Penetapan APBD dan Perubahan APBD Tepat Waktu;

REALISASI

316 '-._.':_'"29 esem[:_:e r2016

31 Des‘ember 2017 ' 22 Desember 2017
SR T VT Ve

- 3’;3‘-Desember‘2m8 £ P56 Desember 2018

18 Desember 2019

ber20 | 21 Desember 2020 TEPA !
31 Desember 2021 28 Desember 2021 TEPAT WAKTU

2022

Tabel.11. Penetapan APBD

3. Penetapan Pertanggungjawaban Pelaporan APBD Kabupaten N gawi Tepat
Waktu;

U REALISASI
14 Agustus 2018

25 Juli 2019
| 12Agustus2020
| 51 Agustus 2021 18 Agustus 2021 TEPATWAKTU
; g gozz‘ S5 -'-"26Juli2022 : fa 1EPATWAKZI‘!J
’I‘abel 12 Penetapan Pertanggungjawaban Pelporan APBD 2017-2021

-}5..“}'-\ Jstu 2020;—':
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. Terlaksananya Penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan

Daerah;

. Terlaksananya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling

lama 2 hari terhitung mulai Surat Perintah Membayar diterima. Jumlah
SP2D semakin menurun berarti perencanaan OPD semakin baik dan
efisien, sisa belanja semakin menurun brarti silpa semakin menurun tiap

tahunnya;

. Terlaksananya Penyampaian Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah

Daerah yang tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK - RI) sehingga diperoleh Opini BPK Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 7

(kali) berturut-turut Tahun 2012-2021;

Terlaksananya penyampaian usulan RKBMD yang tepat waktu;

Terwujudnya pelaksanaan Sertifikat Tanah Pemerintah Kabupaten Ngawi
secara intensif, jumlah asset tanah bersertifikat diupayakan meningkat

tiap tahunnya;

VILAH TAR

v E208 e il A 312

2019 941 a2t
A ! 2020 1031 354
Wirsd 2022 1050 958 12

Tabel.13. Data Sertifikasi Tanah




Tabel T-C.23
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Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat dilihat pada Tabel T-C.23 daa T-C.24 berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi
Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian Tahun ke-
. Target 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
No Indikator NSPK Target IKK
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 20i8 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 i8 19 20
1 | Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 86% | 86.50% 88% 94% 96% 86% 87% | 88% | 94% 96%
Tingkat Kualitas
Pengelolaan
Keuangan,
Kategori Baik
- Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 86% 88% 88% 94% 97% 86% 88% | 88%!| 94% 97%
Penyusunan
Perencanaan,
Pengembangan,
Pengendalian
dan Evaluasi
Pendapatan
Daerah,
Kategori Baik
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.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Persentase
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah,
Kategori Baik

100%

100%

100%

100%

100%

86%

86%

88%

94%

93%

86%

86%

88%

94%

93%

Persentase
Dokumen
penyusunan
anggaran
APBD yang
disusun sesuai
regulasi dan
tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

86%

86%

88%

94%

95%

86%

86%

88%

94%

95%

Prosentase
ketepatan
waktu realisasi
anggaran SKPD

100%

100%

100%

100%

100%

86%

86%

88%

94%

97%

86%

86%

88%

94%

97%

Persentase
dokumen
laporan
pertanggungjaw
aban
pelaksanaan
APBD yang
disusun sesuai
SAP dan tepat
waktu

100%

100%

100%

100%

100%

86%

87%

87%

94%

97.52%

86%

87%

87%

94%

98%
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2

10

11

12

i3

14

15

16

17

18

19

20

Persentase
tingkat
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah ( BMD )
Tertib dalam
Penatausahaan,
Penggunaan &
Pemanfaatan
serta
Pengawasan,
Pengamanan,
Kategori Baik

100%

100%

100%

100%

100%

80%

81.05%

83.70%

97.01%

90.00%

80%

81%

84%

97%

90%

Persentase
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah,
Kategori Tertib

100%

100%

100%

106%

100%

80%

81.05%

83.70%

97.01%

$0.00%

80%

81%

84%

97%

90%
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[ Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

Tabel T-C.24 _
ANGGARAN DAN REALISAS! PENDANAAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI
NO URAIAN Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata? Pertumbuhan
ke- 2019-2020
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 | 2 3 4 5 Anggara Realisas
n 2020 12020
Tahur 2016 Talun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Thn Thn Thn Thn Thn
2016 | 2007 2018 2019 2020
! 2 3 4 5 6 ki 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 URUSAN WAJIB
2 FUNGSI PENUNJANG 12,760,879,180 15,226, 473,921 14,373,032,300 15,059,142,900 13,170,897 532 11,101 964,886 13,176,702,494 12,461,798 277 13,568,700,33 12,4A9,738 432 o8/ c.87 oar 0.90 085 {0.13)
5

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

169,200,000

432,262 000

64,811,982

126,286,709

421,477 625

414,746,303

0.56

0.Ba

0.75

0.99

0.96

001 0.02)

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinasf Operasional

55,500,000

20,200,000

23,500,000

23,500,000

23,500,000

7,470,000

12,302,300

6,168,700

13,604,500

12,181,700

013

061

0.26

0.58

0.52

= (0.10)

Penyedipan Jasa
Admi asi Keuangan

1,141,800,000

888,570,000

1,210,686,000

1.521,310,4060

1,573,462,000

385,137,600

861,965,000

848,337,000

1,457,322,000

1,474,216,000

0.35

097

0.70

0.96

0.94

0.03 0.01

Fenyediaan Alal Tulis
Kantor

150,000,000

119,909,950

271,799,600

226,766,900

128,000,000

71,394,300

114,950,000

198,400,000

184,436,450

108,404,000

0.48

0.96

073

0.81

0.85

(0.44; 0.41)

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

192,725,000

120,000,000

120,000,000

75,000,000

77,126,000

88,617,200

118,058 600

63,336,900

72,330,900

76,054,500

0.46

0.99

053

0.96

0.89

0.03 0.05

Penyediaan Kemponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Banguran Kantor

10,000,000

10,000,000

10,000,060

12,000,000

12,000,000

8,373,900

9,464,200

8,487,700

11,494,900

11,804,200

0.94

095

0.85

0.96

0.98

L 0.03
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Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

61,800,000

63,800,000

63,800,000

205,000,000

41,000,000

16,875,000

23,642,000

12,750,000

126,341,400

38,619,000

027

037

020

062

094

{0.80)

(0.69)

Penyediaan Makanan
dari Minuman

113,725,000

128,110,000

132,400,000

135,400,000

125,150,000

52,720,500

87,068,000

97,813,400

111,839,000

123,445,624

0.46

068

074

083

0.39

(0.08)

0.10

Rapat-rapat Foordinas;
dan Konsultasi e Luar
Daerah

561,785,680

525,778,520

532,500,000

561,312,000

270,508,000

306,222,400

476,556,115

370,284,89C

560,321,460

290,607,934

0.55

0.91

070

1.00

1.07

(0.52)

(0.48)

14

Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke
Dalam Daerah

35,898,000

11,256,000

11,256,000

82,510,000

39,794,000

6,583,000

11,086,000

16,746,000

62,868,000

19,794,000

0.18

0.98

1.49

0.76

0.50

(0.52)

(C.69)

15

Monitering sistem
informasi pengelalaan
Gaji PNSD

Pengadqan
Perlengkapan Gedung
Kantor

81,085,700

7,500,000

B =y
41,100,000

45,802,500

55,927,000

7,500,000

38,405,000

AL E
45,127,900

069

18

Pengadaan Meubelar

101,000,000

124,000,000

160,000,000

30,000,000

17,842,000

101,000,000

79,188,300

151,596,500

25.100,000

17,842,000

1.00

0.97

1.00

(0.41)

(0.39)

19

Fengadaan Peraiatan
Kerja

497,520,000

210,359,000

83,280,800

497 520,000

201,834 832

83,254,100

1.00

0.96

1.00

(0:80)

0.59)

20

Pemeliharaan
Rutin/Berkala Geduny
Kantor

© 25,000,000

25,009,000

193,255,500

72,854,000

85,154,700

25,000,000

88,170 0GJ

65,425,677

85,154

3

1.00

0.00

0.46

0.90

1.00

Qa7

0.30

21

Pemeltharaan
RutinfBerkala
Kendaraan
Oinas/Cperasional

40,500,000

50,500,000

40,000,000

7C.100,000

65,556,632

40,500,000

41,709,186

24,463,525

62,782,995

65,542,000

0.83

061

0.90

(0.08)

no4

22

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor

20,000,000

20,000,000

17,000,000

20,000,000

15,050,000

20,000,000

$,784 600

16,810,150

17,058,000

15,008,000

0.49

0.99

085

(0.25)

(0.12)

Pemeliharaan
Feralatan Kena

36,000,000

76,000,000

64,000,000

274,979,600

156,870,000

36,000,000

64018210

32,473,255

248,489,400

152,996,000

1.00

084

0.51

0.90

0.98

(0.43)

24

Pemeliharaan
Kebersihan Gedung
Kantor

20,000,000

20,000,000

18,565,600

27,080,000

24,080,000

20,000,300

17,947 000

18,494 80O

20,270,300

24,069,800

1.00

0.90

1.00

075

1.00

(0.1}

25

Pengadaan Peralatan
Kerja

60,000,000

32,750,000

60,000,000

32,500,000

0.98

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional

455,000,000

444,200,000

0.98

27

Pengadaan Komputer,
Printer, Lapiop dan
Proyektor

600,470,000

250,000,000

572,807,940

211,175,880

085

0.84

28

Program peningkatan
disiplin aparatur

223,900,000

145,000,C00

69,300,000

30,500,000

126,425,000

223,900,000

30,272,000

126,335,000

1.00

0.99

1.00

29

Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya

81,800,000

63,585,000

81,900,000

63,580,000

1.00

1.00

Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
Tertentu

142,000,000

145,000,000

69,300,000

30,500,000

62,840,000

142,000,000

54 899,900

25,377,500

30,272,000

62,755,000

0.38

0.37

0.89

106

1.07
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Keuangan Semesteran
dan Prognosis Pemkab
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Noawi

Penyusunan Laporan
kinerja Instansi
Pemerintah {LKIP)
SKPD

108,059,000

109,059,000

1.00

Penyusunan Laporan
Dana Transfer

21,800,000

21,800,000

=

37

Penyusunan Rencana

Anggaran SKPD

122,900,000

186,215,000

123,900,000

177,807,850

1.00

095

38

Penyusunan Laporan
SKPD

60,118,000

70,980,000

60,118,000

68,408,700

1.00

0.96

39

Penyusunan
Penetapan Kinerja /PK
Pemda

35,100,000

34,680,400

099

Pendataan BMD

95,101,064

67,919,695

41

enyusunan

Bimbingon Teknis
Laporan
berbasis Akrual

Perencanaan dan
Penganggaran SKPD

141,631,000

120,542,000

Manitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Program Kegiatan
SKPD

5,440,000

043

Pendataan
Milik Daerah

14,411,500

0.99

Penyususnan Laporan
SKPD

Penyuzunan Laporan
tnerig

52,778,397
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51

Fasilitasi
Penyelenggaraan
Peringatan Hari Besar
Nasional / Daerah

Penyusunan Standar
S Harga

135,000,000

70,000,000

135,000,000

1.00

Penyusunan Ranperda
tentang APBD

632,899,000

632,899,000

1.00

Penyusunan
Ranperbup tentang
Penjabaran APBD

242,425,000

242,425,000

1.00

Penyusunan Ranperca
tentang Perubshan
APBD

634,080,000

100

Penyusunan
Ranperbup tentang
Penjabaran Perubahan
APBD

160,000,000

Penyusunan Ranperda
teniang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

280,037,000

280,637,000

1.00

57

Penyusunan
Ranperbup tentang
Penjabaran

Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

147,000,000

147,000,000

100

Fenyusunan Surat
Penyediaan Dana
(SPDISP2DISKPP)

156,644,000

156,644,000

1.00

Pemeliharaan dan
Perubahan SIKD

90,000,000

150,000,000

90,000,000

135,663,000

100

0.sc

Penyusunan Anggaran
Kas Pemda

32,022,000

32,022,000

100

Pedoman Penyusunan
AFBD dan P-APBD

210,000,000

210,000,000

1.00

62

Fasilitasi Sinkronisasi
Ranperda tentang
APBD dengan
Kebijakan Pemerintah
Kaepentingan Publik dan
Aparatur

33,000,000

33,000,000

63

Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Daerah

43,152,000

43,152,000

Penyusunan Laporan
Kas Umum Daerah

13,277,000

13,277,000

1.00

Fasilitasi Sinkronisasi
Ranperbup tentang
Penjabaran APBD
dengan Kebijakan
Pemcrintah,
Kepentingan Publik dan
Aparatur

34,000,000

34,000,000

1.00
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Pembinaan

Penyusunan Anggaran
SKPD

157,000,000

157,000,000

67

Rekonsiliasi Kas Umum
Daerah

60,611,000

60,611,000

1.00

Sinkronisasi SPJ
Fungsional SKPD

31,205,000

31,205,000

1.00

69

70

Rekonsiliasi luran
Pemerintah kepada
BPJS dan Taspen

68,791,000

68,791,000

1.00

Penyusunan Laporan
Realisasi SP2D
Anggaran Transfer

24,833,000

24,833,000

m

Rekonsiliasi Laporan
Keuangan

99,000,000

99,000,000

1.00

72

Penyusunan dan
Penerbitan SPP, SPM
PPKD

162,240,000

162,240,000

1.00

73

Monitoring dan
Evaluasi DAK
Infrastruktur Berbasis
Web

118,340,000

107,210,000

118,340,000

97,875,800

1.00

091

74

Panyusunan Himpunan
Surat Keputusan Bupati
tentang PPKD

87,500,000

74,200,000

87,500,000

65,113,200

1.00

0.88

75

76

Penyusunan DPA dan
DPPA SKPD dan
PPKD

59,350,000

50,000,000

59,350,000

46,073,200

1.00

092

Laporan Sistem
Monitoning Evaluasi
Pembangunan

165,100,000

42,420,000

105,100,000

41,408,200

1.00

098

7

Penyusunan Anggaran
Kas Pendapatan dan
Belanja SKPD

48,350,000

64,450,000

48,350,000

64,214 000

100

78

Pengembangan SIKD

151,030,400

151,030,400

1.00

79

Pembinaan Adm.
HKeuangan DAK Cukai
BK Propinsi dan
Transfer

15,816,000

15,816,000

100

Penyusunan Laporan
Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)
PPKD

33,000,000

39,000,000

a1

Fasilitasi Pergeseran
anggaran sebelum
PAPED dan setelah
FAFED

215,000,000

215,000,000

Fasilitasi Peningkatan
Kapasitas Penyusunan
Anggaran pemda

180,000,000

180,000,000

a3

Pergelolasn Anggaran
BTL PPKD

196,700,000

181,334,980

081




Evaluasi Pelaksanaan
APBD

105,000,000

105,000,000

1.00

Pembinaan pelaporan
dan akuntansi keu
SKPD

89,000,000

89,000,000

1.00

Pembinaan adm keu
hibah bansos dan BK

163,025,000

163,025,000

1.00

Fasilitasi Adm. Keu
- |_hibah bansos dan BK

406,290,000

464,570,000

406,290,000

367,687,300

0

079

Evaluasi Adm,
Pengelolaan Hibah,
Bansos dan BK

193,460,000

170,349,600

0.88

Penerapan Laporan
Keu berbasis akrual

120,600,000

120,000,000

91

Pembinaan dan

Pelaporan persediaan
barang SKPD

160,000,000

100,000,000

1.00

Intensifikasi Pajak
Daerch

544,927 000

544,927,000

Evaluasi Pendapatan
Daerah

1€3,100,000

163,100,000

1.00

Intensifikas: Penagihan
Tunggakan PEB

202,743,500

202,743,500

78,932,000

1.00

Penyuluhan Pajak
Daerah

45,000,000

45,000,000

1.00

Sinkronisasi dan
Koordinasi Dana2
Transfer

49,400,000

49,400,000

1.00

Review/ pembaharuan
regulasi tentang
pendapatan Daerah

1£5,000.000

1£5,000,000

Monitonng dan
Evaluasi Lain2
Pendapatan Daerah

207,844 000

207,844,000

101

Penyusunan Potensi
Peningkatan Pajah
Daerah

165,000,000

165,000,000

Pelaporan dan Evaluasi
Pajak Daerah

96,750,000

96,750,000

1.00

103

Sosialisasi PBB P2

93,741,250

81,011,000

93,741,250

80,972,000

100

1.00

104

Evaluasi Penenimaan
PBEB

127,392,500

104,469,700

127,392,500

77,893,650

1.00

075

105

Penerbitan SPPT,
STTS dan DHKP

308,548,500

183,848,800

308,548,500

183,233,800

1.00

1.00

106

Pemeliharaan dan
Pemutahiran Basis
Data PBB P2

311,848,500

65,332,300

311,848,500

65,332,300

1.00

1.00
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107

Penelitian
Penyampaian dan
Pengembalian SFPT
PBE P2

622,558,500

604,382,500

622,568,500

588.975,500

1.00

0.97

108

Pedoman Pelayanan
pendataan perubahan
dan penetapan PBBP2

342,232,250

27,308,900

342,232,250

1.00

109

Optimalisasi
Pemasukan PBB

1,076,812,800

631,972,460

1,076,812,800

099

110

116,000,000

116,000,000

113

Penyusunan
Ranperbup tentang
Penjabaran
Pertenggungjawaban
APBD

146,140,500

144,354,300

0.99

114

Rekonsiliasi
Penerimaan SKPD

32,335,500

31,062,200

0.9

115

Rekonsiliasi
Pengeluaran SKPD

39,895,000

37,927.700

035

116

Keonsolidasi Laporan
Keu

93,825,000

91,473,500

o097

117

Penyusunan LKIP
PPKD

40,000,000

32,856,900

0.82

Evaluasi Pelaksanaan
APBD

117,838,000

112,795,650

Pembinaan Pelaporan
SKPD

Monitoring dan Efaliasi
DAK Infrastruktur
Berbasis WEB

275,326,000

T Eea 282,000 |

170,000,000

222,482,700

122

Penyusunan Anggaran
Kas Pendapatan dan
Anggaran Kas Belanja
SKPD

5,400,000

5,181,200

0.96

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan SKPD /
PPKD

268,568,000

151,125,100

0.56
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124

Fasilitasi Pemeliharaan
dan Perubahan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah

107,920,000

62,105,000

0538

125

127

Evaluasi Administrasi
Pengelolaan Keuangan
Hibah, Bansos dan

Bantuan Keuangan

Keg, Intensifikasi Pajak
Daerah

192,394,000

504,361,000

26,550,000

339,828,000

014

0.67

128

Keg. Review
Pembaharuan Regulasi
tentang Pajak Daerah

286,226,000

281,864,000

0s8

129

Keg. Penyusunan
Potensi Peningkatan
Pajak Daerah

232,750,002

130,000,000

95

130

Keg. Penyusunan
Rencana dan Evaluasi
Pendapatan Retribusi
dan Pendapatan Lain -
Lain

172,492,000

90,060,000

[ 131

Keg, Monitoring dan
Pembinaan
Pendapatan Daerah

Keg. Intensifikasi
Penagihan Tunggakan
BB - P2

72,946,000

41,811,000

0.57

Keg Pemeliharaan dan
Pemutahiran Basis
Data PBB -P2

40,809,000

061

135

Keg. Optimalisasi dan
Evaluasi Penerimaan
PEB-P2

523,093,700

392,722,867

07s

136

Keg. Review [
Pembaharuan Regulasi
Tentang PBB - P2

8,188,500

7,957,743

0.97

137

Keg. Penerbilan,
Penelitian ,
Penyampalan dan
Pengembalian SPPT,
STTS dan DHKP PBB
P2

974,050,500

556,369,000

.57
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“Penyusunan
Rancangan Perda
Tentang APBD

40

483,273,052

140

Keg. Penyususran
Rencana Peraturen
Bupali Tentang
Penjabaran APBD

40,992,900

018

1M

Keg. Penyusunan
Rencana Peraturan
Daerah Tentang
Purubahan APBD

568,400,000

507,535,901

0.8

142

Keq. Penyusunan
Rancangan Perbup
tentang Penjabaran
Perubahan APBD

155,449,0C0

108,319,081

070

143

Keg. Penyusunan
Standar Satuan Harga

50,369,200

19,879,500

0.39

144

Keq. Fasilitasi
Singkronisasi Raperda
tentang APBD dengan
Kebijakan Kepentingan
Publik dan Aparatur

11,886,000

6,101,000

0.51

145

Keg Fasilitas:
Singkronisasi
Raperbup tentang
Penjabaran APBD
dengan Kebijakan
Pemernintah,
Kepentingan Publik dan
Aparatur

17,486,000

6,909,400

0.40

146

Keg. Pembinaan
Penyususnan
Anggaran SKPD

661,234,300

275,997,500

047

147

Keg. Fasilitas:
Pergeseran Anggaran
Sebelum Perubahan
APBD dan Setelah
PAPBD

27,305,000

7,050,600

026

148

Keg. Penyusunan
Standarisasi Jenis
QObyek dan Rincian
QObyel ja

Keg, Fasilitasi
Pengelolaan Gaji
Pegawai Negeri Sipil
Daerah

251,916,000

32,417,000

0.39

151

Keg. Penyusunan Surat
Penyediaan Dana (
SPD )/ SP2D I SKPP

148,278,000

131,360,000

0.89
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152

Keg. Penyusunan
Anggaran Kas
Pemerintah Daerah

52,812,000

31,842,000

0.60

i

Keg, Pembinaan
Penatausahaan

Keuangan Daerzh

89,605,000

48,226,500

055

154

Keg. Penyusunan
Laporan Kas Umum
Daerah

79,184,000

40,483,500

0.51

155

Keg. Rekonsiliasi dan
Koordinasi Dana
Transfer, PBIJKN dan
Taspen

89,260,600

21,2331

024

156

Kag. Penyususnan
Sistem dan Prosedur
F-:anala

95,325,000

120 301250

085

80,481,024

0.80

265,286,200

0.76

161

Keg. Pembinaan dan
Pemanfaatan aset
Daerah

609,263,000

443,693,900

073

162

Keg.Rekonsiliasi dan
Penyusunan Aset
Daerah

Keg. Penyusunan
Rancangan Perda

APBD

o i

324,165,000

885,563,000

148,872,495

694,503,100

0.46

078

165

Tentang Penjabaran
Pertanggungjawarban
APBD

140,113,000

118,204,500

085

Keg. Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis

23,389,000

21,749,000

083

167

Keg. Rekonsiliasi
Penerimaan dan
Pengeluaran SKPD

50,575,000

32,203,000

064
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168

Keg. Penyusunan
Laporan Kinerja
Instransi Pemerintah
KLIP PPKD )

18,682,000

16,833,500

0.ec

169

Keg. Evaluasi
P APBD

38,372,000

19,691,000

051

Keg. Pembinaan
Pelaporan Keuangan
Dan Konsulidasi

606,980,000

364,787,000

0.60

173 Penghapusan Aset 263,500,000 237,665,400 - 263,500,000 189,574,700 - 1.00 0.80 2
Daerah _ e -
174 Penertiban Aset 197,000,000 100,167,000 - 197,000,000 88,181,80C - 100 088
Daerah 00 100 .
175 Pembinaan dan 397,000,000 701,831,000 = 397,000,000 701,458 093 - 1.00 ]
Pengelolaan Aset
Daerah 099 .
176 Penyusunan Laporan 71,000,000 101,483,000 - 71,000,000 100,087,150 - 1.00
Smesteran dan
Tahunan Aset Daerah
5 - 100 091 -
177 Rekonsiiasi Aset 35,500,000 96,805,000 - 335,500,000 87 344 400
= 100 059 -
178 Penyusunan Perda 120,000,000 153,824,000 - 129,000,000 151,536,200
tentang Pokok2
Pengelolaan Barang
Milik Caerah - -
178 PEMBINAAN DAN - 140,116,000 - - 137,917,100 - 098
PEMELIHARAAN
APLIKASI SIMBADA
- - 3.99 -
180 PENYUSUNAN - 100,000,000 - - 398,681,200

182

PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENGELOLAAN
BARANG MILIK

"PROGRAM

monitoring sistem
informasi pengelolaan
gaji pegawai negeri
sipil daerah

183

penyusunan surat
penyediaan dana
(spdisp2diskpp)

127,016,587

16,254,500

0.13

184

penyusunan anggaran
kas pemerintah daerah

16,320,000

44 848,000

275

185

pembinaan
penatausahaan
keuangan daerah

99,113,900

99,469,900

1.00

penyusunan laporan

kas umum daerah

102,758,400

6,794,500

007
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6,818,000

25,594,500

381

37,707 600

31,806,000

0.84

189

191

intensifikasi pajak
daerah

36,988,100

444,000,000

1,161,010,450

219,092,900

3139

0.49

192

review/pembaharuan
regulasi tentang
pendapatan daerah

453,571,100

185,910,950

4

193

penyusunan potensi
peningkatan pajak
daerah

203,800,000

28,907,000

014

pelaporan dan evaluasi
pajak daerah

87,000,000

93,262,000

107

185

penyusunan rencana
pendapatan daerah

104,566,000

121,721,000

127

196

evaluasi pendapatan
daerah

177.000,000

95,391,600

0.54

187

moritoring dan
p=mbinaan pendapatan
daerah

138,629,000

81,414,000

0.59

198

penyusunan rancangan
peraturan daerah
tentang apbd

2,407 476,312

201

penyusunan rancangan
peraturan bupati
tentang penjabaran
apbd

an

202

penyusunan rancangan
peraturan daerah
tentang perubahan

581,220,000

146,441,850

025

203

penyusunan rancangan

peraturan bupati

tentang penjabaran
apbd

153,497,000

38,853,250

0.25

;)enyusuna"l standar

satuan harga

84,561,750

1.18




pedoman penyusunan
apbd dan perubahan
apbd

4,967,450

cos

fasilitasi sickronisasi
raperda tentang apbd
dengan kebijakan
kepentingan publik dan
aparatur *

13,648,600

062

207

fasilitasi sinkronisasi

dengan kebijakan
pemerintah,
kepentingan publik dan
aparatur

25,000,000

684,732,912

27.38

pembinaan
penyusunan anggaran
skpd

138,370,700

0.16

fasililasi pergeseran
anggaran sebelum
perubahan apbd dan
setelah perubahan

S Re
Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran, dan
Laporan Kinerja
OPDISKPD

0.00

Penyusunan Laporan
Keuangan OPD/ISKPD

Mmilunmdan
Evaluasi DAK
Infrastruktur Berbasis

112,829,500

1.00

0.99

(016}

[CRE]

Ekslensifikas: dan
Intensifikasi Pajak
Daerah

213,544.310

079

(1.00)

218

Fasilitasi Penagihan
Pajak Daarah

0.98
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219 Pencatatan dan - - - 91,340,000 - - - 164,412,000 84,432,000 I - - - 092 = - (1.00)
Evaluasi Pendapatan
 Daerah

22 Perencanaan Pajak : = R T e 210,167,000 e e T 1,060,650,000 T 194,646,

222 Fasilitasi Penelapan - - - - 1,450,265,000 - - 829,800,000 1,413,553,300 - - - - 0.97 - -
Pajak Daerah
223 Pangendalian dan = - - - 233,918,000 - - 225,559,500 - - - - 096 - E
evaluasi pendapatan
daerah

- i a - 5 . 5 =50 [ ~ Ll S
225 Intensifikasi Pajak Bumi - - - 231,780,000 - - - 158,136,000 215,564,800
dan Bangunan
Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2)
226 Evaluasi dan - - - 478 770,000 - - - 574,524,000 437,570,435 - - = = 09 * - -
Qptirnalisasi
Perenmaan PBB-P2

Ekstensifikasi Obyek * - - 951,963,000 = = - 1,142,355,500 876,811,000 . - - - - C52 - - o=
dan Sub

X il B "4 = .- .
229 Penagihan Pajak : = - - - 285,570,500 - - - 277,667,900 - - - - 097 - -
Daerah
230 Fasilitasi Penyusunan - - - - 155,446,000 - - 574,524,000 - 128,787,000 . - - - 083 - -
Laporan Pendapatan
2 Monitoring dan - - : = 710,875,500 - - 1,142,355,600 = €63,489 381 2 - - - 053 - -
Evaluasi Pendapatan

Daerah

.';
SR

619,629,800

Pembinaan
Penyusunan Anggaran
Pemerintah Daerah

234 Penyusunan Ranperda - - - 2,087 530,000 - 2,350,000,000 1,678,064,360 - - - - 0.80 - (1.00) -
dan Ranperoup
Tentang APBD

235 Penyusunan Regulasi - - - 300,350,000 - 720,840,000 293,475,234 E E - : 0.98 - (1.00) z
Pengan ,

237 Kegiatan Pembinaan : - = < 531,615,400 - - - - 567,291,200 2 - = = 0.95 = =
dan Penyusunan

Regulasi Anggaran
Pemerintah daerah |
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238

Kegiatan Penyusunan
dan Penetapan
Anggaran

1,556,112,000

1,493,034,758

0.96

239

Kegiatan Penyusunan
dan Perencanaan

Anggaran Pemerintah
Daerah

Pembinaan Pelaporan
Keuangan dan
Keonsolidasi Laporan
Keuangan

323,403,000

0.89

242

Penyusunan Ranperda
dan Ranperbup
Tentang
PertanggungJawaban
Pelaksanaan APBD

863,021,000

778,796,940

0.90

243

Fasilitasi Pembinaan,
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan APBD

Rekonsiliasi &
Konsalidasi Akuntansi
Penerimaan

116,715,000

65,517,000

115,224,600

o099

246

Kegiatan Fasilitasi
Rekonsiliasi &
Konsolidasi Akuntansi
Pengeluaran

62,782,000

59,761,500

0.95

247

Kegiatan Pembinaan
entitas Pelaporan

413,730,000

407 680,850

094

248

Kegiatan Penyusunan
ranperda dan
ranperbup tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD

N Pemiamn s e

Fasilitasi Pelaksanaan
Penatausahaan
Belanja Tidak
Langsung

997,928,000

§75,148 200

0.98

251

Fasilitasi Pelaksanaan
Penatausahaan
Belanja Langsung

391,087,000

782,174,000

379,307,916

358,401,950

082

(©:08)

Fasilitasi Pelaksanaan
Penatausahaan Kas
Umum Daerah

132,862,000

265,724,000

124,512,573

100,881,700

0.76

(0.19)
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254

881,800,000

255

2,176,400,000

2,176,400,000

257

678,000,000

Penggunaan dan
Pemanfataan BMD

Fasilitasi
Penatausahaan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah

265,909,500

410,170,174

263,584,900

093

{0.40)

(0.36)

Pengamanan,
Pemindalanganan dan
Penghapusan SMD

1,088,200,000

1.128.065,000

1,016,346,000

976,475,400

093

a8?

0.04

(€04)

261

Penggunaan dan
Pemanfaatan Sarang
Milik Dasrah

439,000,000

545,354,600

423,677,640

505,807,880

0.97

093

0.249

0.20
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Indikator Renstra tercapai ketegori baik yaitu tingkat keberhasilan kriteria
capaian kinerja sebagai berikut :

1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)

2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)

3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup)

4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang)

Dari Tabel T-C.23 Realisasi dan Rasio Capaian meningkat tiap tahunnya, hal
ini menunjukkan kinerja yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.Dari Tabel T-C.24 pencapaian secara pendanaan tiap tahun selama
periode Renstra, Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun 2016-2018 stabil dalam
kategori baik dan mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020. Kurun
waktu 2016-2018 tersebut terdapat perubahan nomenklatur program kegiatan

yang berpengaruh terhadap penetapan dan pencapaian indikator kinerjanya.

2.4, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Badan Keuangan merupakan bagian penting dalam  proses
penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Tahun 2011-2031, Kabupaten Ngawi termasuk dalam Wilayah Pengembangan
(WP) Madiun dengan fungsi pertanian tanaman pangan, perkebunan,
hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan,
kesehatan, dan industri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 menegaskan perlunya komitmen terhadap
Program pembangunan berkelanjutan atau SDGS (Sustainable Development
Goals) yang harus diprioritaskan untuk penyusunan RPJMD dan pelaksanaan
program kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Regulasi tersebut termasuk
juga regulasi terkait pengelolaan keuangan yang berkembang dan berubah

- secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam meningkatkan

kualitas pelayanan keuangan daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Keuangan

Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :

b. Tantangan

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat antara lain
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. Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing
Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),

.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi
pemerintah daerah dalam ‘menyediakan dan menyajikan informasi
secara Dberjenjang dan mandiri berupa penggolongan  /
pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan
menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
serta pelaporan kinerja keuangan dan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah sebagai pengganti Keputusan Menteri Dlam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan diterbit untuk
menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Pemerintah Daerah melakukan |
Pemutakhiran, pemetaan dan penyesuaian program, kegiatan, dan
organisasi menurut klasifikasi, kodefikasi serta nomenklatur dan
menindaklanjutinya dengan perubahan struktur organisasi dan tata
kerja (SOTK) masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
_Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai
dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan
pertanggungjawaban yang berdampak pada perubahan proses bisnis
pengelolaan keuangan dan Evaluasi Kelembagaan

3.Dinamika perkembangan sosial masyarakat, politik dan ekonomi

nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan
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daerah (misalnya adanya Pandemi Covid-19 berdampak terhadap

penurunan pendapatan Daerah)

4. Pengelolaan BMD yang belum Optimal. Permasalahan BMD seringkali

menjadi temuan dalam audit BPK, permasalahan yang dihadapi antara
lain terkait sertifikasi Aset tanah (tanah darat, tanah bawah jalan dan
tanah bawah irigasi) yang belum bersertifikat, belum dibangunnya

aplikasi BMD menyesuaikan dengan peraturan terbaru.

b. Peluang

1.

Komitmen pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan regulasi yang dinamis dan semakin detail serta terperinci
menuntut Reformasi Birokrasi pengelolaan keuangan dan BMD sehingga
meningkatnya tuntutan untuk semakin akuntabel dalam pelaksanaan
dan pertanggungjawabannya

Pendataan ulang terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah yang teintegrasi dalam Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD)

Tuntutan regulasi  penatausahaan  keuangan daerah  yang
meng:':lménatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi
non-Tunai

Penirigkatan Kemampuan SDM melalui pendidikan pelatihan formal
berupa; bintek, diklat, kursus terhadap aparatur

Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada bidang layanan yang
masih dapat ditingkatkan,
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BAB 1II
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN OPD

Dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Ngawi sebagaimana telah

ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Ngawi Tahun 2022-2026, Badan Keuangan Kabupaten Ngawi telah

mengindentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya,

antara lain:

1.

Belum Optimalnya Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah. Beberapa permasalahan klasik yang terus perlu
mendapatkan perhatian dan pengambilan sikap antara lain Perencanaan
Target Pendapatan Daerah, kecepatan dan ketepatan penyampaian Surat
Penetapan Pajak Tahunan (SPPT), Pendataan potensi pajak lebih akurat dan
mudah dalam sistem pengenaan pajak maupun pelayanan setoran pajak,

intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak harus terus menerus dilakukan

.Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD kategori

baik;

. Masih kurangnya pemahaman SKPD tentang pengelolaan keuangan;

.Kurangnya pemahaman SKPD dalam memahami peraturan perundang-

undangan yang baru tentang penyusunan anggaramn daerah, masih terjadi
kesalahan pembebanan belanja yang berdampak kesulitan terhadap

pencatatan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan,

.Aplikasi (Misalnya SP2D Dengan Bank, SISMIOP di kecamatan) belum

terlaksana secara online;

.Penyamp;aian laporan BMD yang tidak tepat waktu, kurang nya SDM

seringkali menjadi kendala dalam penyusunan laporan BMD, agar
penyusunan laporan BMD dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat
waktu sesuai peraturan perundang-undangan perlu dibangun Aplikasi BMD

terintegrasi berbasis Teknologi Informasi
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Identifikasi tersebut selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi yaitu :

efisien serta pelayanan

publik yang berkualitas.

pengelolaan barang milik

daerah.

Pokok Masalah Masalah Akar Masalah
Kualitas tata: kelola | Pengelolaan keuangan | Belum optimalnya
pemerintahan masih | daerah masih harus | pengelolaan keuangan dan
harus tingkatkan menuju | ditingkatkan, terutama | pengelolaan BMD kategori
birokrasi yang bersih, | terkait optimalisasi | baik
akuntabel,efektif dan | pendapatan dan

Identifikasi potensi sumber
pendapatan yang belum
optimal.

Lemahnya pengawasan atas

pelaksanaan pemungutan

pajak daerah dan retribusi

daerah.

Kepatuhan dan kesadaran
wajib pajak atau retribusi

yang relatif rendah.

Tabel.T-B.35. Identifikasi Permasalahan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Berangkat dari Visi Misi BupatiNgawi terpilih yang tertuang dalam
dokumen RPJMD 2021-2026 yaitu :

SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang

" mandiri, berakhlag, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan

semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut; ditetapkan 4 (empat) yaitu ;

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan

terhadap akses pelayanan kepada masyarakat
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2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi,

pariwisata berbasis potensi lokal dan pertanian ramah lingkungan

berkelanjutan didukung riset dan teknologi

3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna

memberikan pelayanan prima

4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang

berkesinambungan

5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya lokal

yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong

Pada penjabaran visi tersebut Badan Keuangan berkaitan erat dengan misi

ke-3 yaitu; Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan

guna memberikan pelayanan prima. Misi terse

but merumuskanTujuan,

Sasaran, Indikator sasaran/arah kebijakan, strategi program, indikator kinerja

program (outcome).

MISI 3 TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Meningkatkan | Meningkatkan Indeks 1. Meningkatnya 1. Indeks
etos kerja dan | Kapasitas Tata Reformasi Kualitas Tata Pengelola
integritas kelola Birokrasi Kelola an
aparatur Pemerintahan Pemerintahan Keuanga
pemerintahan | yang Efektif dan 2. Meningkatnya n
guna Akuntabel Kualitas Daerah/
memberikan | dalam Pelayanan IPKD
pelayanan Memberikan Publik
prima Pelayanan

Publik yang
Prima

Tabel 17.Penjabaran Visi Misi dalam RPJMD

Penjabaran visi misi tersebut menjadi pedoman pada saatdirumuskan

tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2021-2026dimana

indikator sasaran RPJMD menjadi tujuan Rencana Strategis Badan Keuangan yang

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan ke tabel berikut :
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TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Indeks Pengelolaan | Meningkatnya kualitas | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Keuangan Daerah/ implementaéi SAKIP
IPKD Perangkat Daerah

Meningkatnya Persentase PAD terhadap APBD
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Meningkatnya kualitas | Persentase Tingkat Kualitas
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Keuangan, Kategori
Daerah dan Barang | Tertib

Milik Daerah

Meningkatnya kualitas | Persentase Pengelolaan Barang
Barang Milik Daerah Milik Daerah (BMD) Kategori
Tertib

Tabel 18.Tujuan dan Sasaran Renstra

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Visi dgﬁ Misi Kementerian Keuangan seperti tertuang dalam Renstra
Kemeterian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu : “Menjadi Pengelola Keuangan
Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong’

Misi Kementerian Keuangan yaitu Kementerian Keuangan melaksanakan
Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif,
mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan

berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima
serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.

4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.

5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber

Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.
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Visi Misi tersebut sejalan dengan sasaran Renstra BPKAD Propinsi Jawa
Timur yaitu Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Timur dan Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota se JawaTimur maka dirumuskan beberapa yang menjadi
faktor penghambat maupun faktor pendukung atas pelayanan OPD kepada

masyarakat sebagai berikut :

FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Keterbatasan Potensi Sumber Daya Alam maupun SDM

2. Keterbatasan PAD sehinggaberdampak pada pendapatan Daerah

3.Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas statusmengakibatkan
kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh
daerah.

4. Terbitnya beberapa peraturan perundangan yang kurang jelas dan sulit

untuk dijadikan acuan kerja

5 Informasi dana transfer dari pusat yang belum pasti dan terlambat,
mengakibatkan kecenderungan berubah-ubahnya penyusunan anggaran di

daerah
FAKTOR PENDORONG :

1.Adanya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah

pusat, dana subsidi sebagai pendukung pembangunan yang ada di daerah.

2 Sarana dan Prasarana yang memadai, untuk mempermudah dan

memperlancar staf Badan Keuangan dalam memberikan pelayanan.

3.Etos kerja dan Disiplin Kerja dari Staf Badan Keuangan, dengan semangat
dan disiplin tinggi yang dimiliki oleh staf Badan Keuangan mendorong

aktifitas lembaga dalam memberikan pelayanan yang optimal.

4. Adanya Peluang dan kesempatan staf untuk mengikuti pendidikan pelatihan

formal dan pendidikan jejang karier.

3.4, TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kabupaten
Ngawi termasuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Madiun dengan fungsi
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pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan,
pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri. Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-
2026 menegaskan perlunya komitmen terhadap Program pembangunan
berkelanjufan atau SDGS (Sustainable Development Goals) yang harus
diprioritaskan untuk penyusunan RPJMD dan pelaksanaan program kegiatan
dalam Renstra Perangkat Daerah. Dalam tupoksinya Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi tidak secara langsung berkaitan dengan Tata Ruang dan
Lingkungan Hidup namun dapat dirumuskan Faktor pendorong dan

penghambat sebagai berikut :
FAKTOR PENGHAMBAT :

1. Pengelolaan BMD yang belum optimal sehingga kesulitan pensertifikatan

_asset terutama saluran bawah irigasi.

2. Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas statusmengakibatkan

kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh
daerah.

FAKTOR PENDORONG :

1. Adanya Rencana Pengembangan Jalan Bebas Hambatan dapat
mempermudah akses dan penetapan cagar budaya dapat menjadi sumber

pendapatan daerah

2. Program pembangunan berkelanjutan atau SDGS (Sustainable Development
Goals) dapat menjadi pertimbangan dalam prioritas alokasi pendanaan

program dan kegiatan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di
kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampak yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penganggaran
pemerintah daerah di masa yang akan datang. Penentuan Isu - isu strategis
dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan secara keseluruhan
sebagai berikut ;

1. Tuntutan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

2. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dan

perlu diupayakan terus menerus menuju Pengelolaan Keuangan dan



57

Barang Milik Daerah daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan
efisien, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelolaan Keuangan Dan
Barang Milik Daerah

4. Perubahan Regulasi berdampak pada perubahan proses Bisnis dan
Evaluasi Kelembagaan

5. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk

pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien

Merujuk pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah, telaahan terhadap Visi
Misi Kepala Daerah, Renstra K/L dan Propinsi, Implikasi langsung atau tidak
langsung dari Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, maka diidentiﬁkasi isu strategis yang disusun berdasarkan skala
prioritas yang diharapkan memberikan manfaat sebagai penghubung yang
dapat mensinkronkan program prioritas Pemerintah Daerah dengan program
prioritas Perangkat Daerah. Isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyusunan regulasi dan kebijakan teknis terkait
pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah menyesuaikan dinamika
regulasi dan kebijakan pusat;

7. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusanpemerintahan
daerah dibidang keuangan daerah termasuk didalamnya upaya
peningkatan kapasitas SDM;

3. Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah agar efektif, efisien
dan akuntabel;

4. Peningkatan kualitas pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tyjuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) s /d 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis
stratejik yang terjabarkan dalamkeluaran keberhasilan. Tujuan tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukan
suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan
mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka terealisasinya misi, sehingga sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan organisasi '

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara tepat, terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk
dapat dilaksanakan dalam kurun waktu rencana strategis. Dengan
memperhatikan VISI dan MISI RPJMD Kabupaten Ngawi 202 1-2026 maka
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah ke depan harus semakin
berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan
publik yang prima. Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dirumuskan pada
Tabel T-C.25;

TujuanRPJMD Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan
TujuanRenstra :Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Sasaran '

—

. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat
Daerah; ‘

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator sasaran :
1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah
2. Persentase PAD terhadap APBD
3. Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan,
Kategori Tertib
4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Ketgori
Tertib
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Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kondisi Target
N . . . Awal
(1] Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran Tah
(Tahun | 202 2022 2023 2024 | 2025 | 2026
2020)
1 | Meningkatkan Kapasitas Tata Indeks Pengelolaan Keuangan NA 79 79 79,12 | 79,22 | 79,32 | 79,42
kelola Pemerintahan yang Efektif Daerah (peringkat Baik)
dan Akuntabel dalam
Memberikan Pelayanan Publik Meningkatnya Pendapatan Asli | Persentase PAD terhadap NA - 11,77% | 12,05% | 12,66% | 13,08% | 13,52%
yang Prima Daerah APBD
Meningkatnya kualitas Persentase Tingkat Kualitas 97,90% | 97,90% | 97,90% | 98,00% | 98,25% | 98.50% | 99,00%
Pengelolaan Keuangan Daerah | Pengelolaan Kenangan,
Kategori Tertib
Meningkatnya kualitas Persentase Pengelolaan 95,01% | 95,03% | 95,05% | 95,10% | 95,15% | 95,20% | 95,25%
Pengelolaan Barang Milik Barang Milik Daerah (BMD)
Daerah Kategori Tertib
Meningkatnya kualitas Meningi(amya kualitas o
2. | implementasi SAKIP Perangkat | implementasi SAKIP Nilai LHE ARIP Perangkat NA 80 | 8o | 8025 | 8050 | 80,75 | 81,00
Daerah Perangkat Daerah
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi jangka menengah Badan Keuangan
Kabupaten Ngawi diharapkan dapat menunjukkan bagaimana mencapai tujuan,
sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas
RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Ngawi
secara efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan
Keuangan Kébupaten Ngawiselanjutnya menjadi dasar perumusan program dan
kegiatan, dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja
birokrasi, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arah
Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.Strategi dan Kebijakan yang diambil dijelaskan pada Tabel
T-C26:



Tabel T-C.26
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TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBJAKAN

-

VISI
gotong royong dalam bingkai NKRI”

- SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlaq,

makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat

MISI 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur
pemerintahan guna memberikan pelayanan
prima
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang " | Meningkatnya kualitas | Meningkatkan Nilai LHE AKIP Perangkat | Konsistensi dokumen perencanaan dan
Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Peiayanan Pubiik | implementasi SAKIP Daerah peningkatan capaian kinerja.
yang Prima Perangkat Daerah
Meningkatnya kualitas Implementasi reformasi birokrasi Penataan dan Evaluasi Kelembagaan
Pengelolaan Keuangan sebagai respon terhadap perubahan regulasi
Daerah dan Barang Milik
Daerah Penyusunan regulasi peraturan daerah

Pengelolaan Keuangan

Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui
Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
Daerah

Pendataan Potensi Pendapatah Daerah yang
belum tergali (terdaftar)

Pemutakhiran basis data Pajak dan Wajib
Pajak serta melakukan update Aplikasi
pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan rekonsiliasi Realisasi
Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
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Pengembangan sistem dan prosedur serta
standar operasional Pengelolaan
Keuangan Daerah yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel sebagai bagian
dari bentuk pelayanan prima;

Memastikan pengelolaan keuangan mulai
dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban
sesuai peraturan yang berlaku

Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai basis
data pengelolaan keuangan daerah;

Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana
prasarana dan sistem teknologi informasi

Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja
dan OPD di lingkungan pemerintah
Kabupaten Ngawi dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah

Sosialiasi perundang-undangan tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah

Meningkatkan  profesionalisme  staf
Pengelolaan Keuangan Daerah di internal
maupun eksternal Badan Keuangan;

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan
pelatihan formal atau non formal

Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang
Milik Daerah mulai dari Perencanaan,
penatausahaan, penggunaan dan
pemanfaatan, penghapusan;

Menetapkan Regulasi Pengelolaan BMD

Membangun sinergitas antara Pengelola
Barang, Pengguna Barang dan Kuasa
pengguna Barang serta Pengurus Barang

Pengembangan aplikasi terintegrasi untuk
Pengelolaan Barang Milik Daerah
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Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan BMD
dan memastikan RKBMD sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku

Melaksanakan sensus atay inventarisasi
Aset -

Menyusun Laporan BMD secara akurat
misalnya dgn Perhitungan Penyusutan Aset
secara Relevan sesuai Kebijakan Akuntansi

Pengamanan administratif/ Legalisasi
BMD (sertifikasi Aset)
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Strategi yang akan digunakan Badan Keuangan Daerah I‘fabupaten Ngawi

adalah :

a. Meningkatkan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

b. Implementasi reformasi birokrasi;

c. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;

d. Pengembangan sistem dan prosedur serta standar operasional Pengelolaan
Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagai
bagian dari bentuk pelayanan prima;

e. Meningkatkan profesionalisme staf Pengelolaan Keuangan Daerah di internal
maupun eksternal Badan Keuangan,

f. Peningkatan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah mulai dari

Perencanaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan, penghapusan;

Kebijakan ditetapkan untuk memberikan petunjuk, prinsip-prinsip

dasar, rambu-rambu dan sinyal penting dalam menyusun program dan

kegiatan.Untuk mewujudkan strategi yang telah ditentukan perlu ditetapkan

arah kebijakanyaitu :

a. Penataan dan Evaluasi Kelembagaan sebagai respon terhadap perubahan

regulasi

b. Penyusunan regulasi peraturan daerah Pengelolaan Keuangan

c. Pendataan Potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali (terdaftar)

d. Pemutakhiran basis data Pajak dan Wajib Pajak serta melakukan update
Aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah

e. Pelaksanaan rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta
Pembiayaan

f. Memastikan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku

g. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
sebagai basis data pengelolaan keuangan daerah

h. Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi

informasi

Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja dan OPD di lingkungan

pemerintah Kabupaten Ngawi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
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Sosialiasi perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui

pendidikan pelatihan formal atau non formal

. Menetapkan Regulasi Pengelolaan BMD

. Membangun sinergitas antara Pengelola Barang, Pengguna Barang dan

Kuasa pengguna Barang serta Pengurus Barang
. Pengembangan aplikasi terintegrasi untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sosialisasi Perencanaan Kebutuhan BMD dan memastikan RKBMD sesuai

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Melaksanakan sensus atau inventarisasi Aset

Menyusun Laporan BMD secara akurat misalnya dgn Perhitungan

Penyusutan Aset secara Relevan sesuai Kebijakan Akuntansi

Pengamanan administratif/ Legalisasi BMD (sertifikasi Aset)
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program Organisai
Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Organisai Perangkat Daerah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang
ditetapkan di tingkat perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran di
tingkat kabupaten. Dengan telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator
kinerjanya serta rumusan strategi dan kebijakan yang diambil untuk lima tahun ke
depan, maka dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Keuangan Kabupaten
Ngawi, perlu direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun
program dan kegiatan Badan Keuangan 5 (lima) tahun mendatang terdiri dari 4
Program, 14 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan, program dan kegiatan mengacu pada
kewenangan daerah dan sub kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas dalam

pelaksanaan kewenangan tersebut, seperti yang dijabarkan dalamTabel T-C27. -



Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BADAN KEUANGAN

Tujuan Sasaran Kode Program/Kegi ladikator Data
:a:'lSub Kigerja Tujuan, | Capaisn Target Kinerja Program dan Kerangka P
Program, Tabun
Kegiatan dan Awal
Sub Kegiatan Perenca
nasn Uit
(2020) Kerja
. SKPD Loka
Kondisi Kinerjapada | Fenang | o
Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2026 Tahun 2026 akhir periode Renstra gung
SKFD Jawad
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Targe Rp
t
1 2 3 4 [ 6 7 ] 9 10 11 17 13 14 [ 16 17 18 15 20 21 22
5 Unsur
Penunjang
Urusan
Pemerintah
an
Meaingk Meanlngk | 8.02 Urusan - 100% Bada
atoya ataya Keuangan 463,644,447,378, $01,574,856,740 970,219,304,1 n
Kualitas Kualitas 00 B84 15,84 Keua
Pengelola | Pengelol ogan
an Aan
Keuanga Barang
ndan Milik
Pengelola Daersh
an
Barang
Milik

Datrak




68

5.02.01 PROGRAM Persentase 100% 100% 100% Sekret Bada
PENUNJANG pemenzhan 47,681,911,285.0 22213,336,696. £69,895,247,98 ariat [}
URUSAN pesunjang ] [ 1.65 Keua
PEMERINTA urusan ngan
HAN pemerintahan
DAERAH dacrah dalam
KABUPATEN setabun
KOTA
5.02.01.2.01 P P 100% 100% 100% Sekret Bada
Peoganggaran, | dokumen 94,160,000,00 184,000,000,00 278,160,000.0 ariat a
dan Evaloasi percacanaan, 0 Keua
Kinerja penganggaran, ngao
Peraogkat dan evalaasi
Daerah kinerja OPD
yang disusun
tepat wakta
5.02.01.2.01. Jumlah dokumen 1 3]
0 Dok P OFD Doku 14,160,000.00 Doku 14,000,000.00 28,160,000.00
Perencanaan yang disusun men men
Perangkat
Dacrah
Jumish dokumen 4 4
penganggaran Doku Dol -
OPD yang men men
5.02.01.201. | Evaluasi Jumish laporan 6 6
07 Kinesja dokumen kinerja Doku 80,000,000.00 Doku 170,000,000.00 250,000,000.0
Peaangkat OPD yang men men 0
Dacrah disusun
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£.02.01.2.02 Admini 3 P - 100% 100% 100% Sekret Bada
Keuanga dob dan 44,763,173.285.0 19,363,940,696. 64,132,113.98 ariat a
Peranghat laporan 0 L 168 Keua
Daerah keusngan yang REan
disusun tepat
waktu
50201202, | Penyediaan Jumiah - 28 28
0l Gaji dan pembayaran gaji Doku 44,756,416,285.0 Doku 19,361,659,496. 64,118,075,78
Tunjangan dan tunjangan men [ men 65 1.68
ASN ASN
Jumiah dokumen - 1120 1120
pengajuan gaji dan orang orng .
tunjangan ASN
dan Non ASN
yang disusun
5.02.01.202. Koordinasidan | Jumlah lzporan - 483 48
0? Peny keuangan bul Lapona 6,757,000.00 Lapora 7,281,200.00 14,038,200.00
Laporan yang disusun n n
Keuangan
Butanan/Triwul
anan/Semestera
n SKPD
Jumish laporan - 2 2
keuzngan Lapora Lapora -
semesteran yang n n
disusun
5.02.01.2.05 Administrasi Persentase ASN - 100% 100% 100% Seliret Bada
Kepegawai yang disipli 237,064,000.00 249,600,000.00 486,664,000.0 ariat a
Perangkat dalam sctahun 0 Keua
Daerab ngan
5.02.01.2.05. Pengadaan Jumlah pakaian - 240 240 Sekreta | Bada
173 Pakaian Dinas dinas yang Meter 95,200,000.00 Meter $9,600,000.00 84,800,000.0 st n
Beserta Atribw! | dibeli/diadakan 0 Keua
Kelengkapanny ngan
8
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jumlah Pakaian 80 80
Batik yang Potong Potong -
dibeli/diadakan
Jumlsh paksisn 80 Stel 80 Stel
olah raga yang -
dibeli/diadakan
Jumiah sepatu 80 80
olahrags yang Pasang Pasang -
dibeli/diadakan
502.01.2.05. | Pendidikan dan Jumlah ASN yang 150 150 Sekreta Bada
09 Pelatihan mengikuti diklav Orang 141,864,000.00 Onng 160,000,000.00 301,864,000.0 riat n
Pegawai Sosialisasi/Bimtek 0 Keus
ngan
Tugas dan
Fungsi
Jumlah Diklat dan 2 Kali 2 Kali
pelatihan yang .
disdakan
$.02.01.2.06 Administrasi Prosentase 100% 100% 100% Sekret Bada
Umum Pemenuhan 502,835,000.00 §32,035,000.00 1,034,870,000. ariat [
Perangl Kebatuh 00 Keua
Dacrah Administrasi ngan
Umum dalam

setabun
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50201206, | Penyed P 100% 100% Badz
ol Komp P b 12,000,000.00 15,000,000.00 27,000,000.00 n
Iastatasi Kebutuhan Keus
Listrik/Peneran Kontponen ngan
gan Bangunan Instalasi Listrik /
Kantor Pencrangan
5.02.01.2.06. Penyedi: P 100% 100%
02 Penalatan dan pemenuhan 100,984,000.00 150,000,000.00 250.984.000.3
Pertengkap Kkebutuhan ATK
Kantor
5.02.01.2.06. | Penyedinan Jumizh Makanan 5000 5000
04 Bahan Logistik | yang di sediakan Kotak 81,450,000.00 Kotak 69,000,000.00 150,450,000.0
Kantor 0
Jumiah Minuman 250 250
yang di sediakan Dus Dus .
Jumiah air isi 100 100
ulaeg yang Galon Galon -
disediskan
Jumlah Minuman 1500 1500
yang di sediakan BotoV/ BotolV -
Dus Dus
5.02.01.206. | Penyediaan Jumlah Barang 50000 50000
05 Barang Cetakan | yang di cetak Lemba 62,091,000.00 Lemba 65,000,000.00 127,09 .000.3
dan r r
Penggandaan
Jumiah barang 50000 50000
yang digandakan Lemba Lemba -
r r
Jumish 10 10
iklanfpublikasi Kali Kali .
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5.02.01.2.06.
06

Jumiah Sura:

Bahan Bacazn Kabar Yang di Eksem 34,993,000.00 Eksem | 63,035,000.00 93,028,000.00
dan Peraturan sediskan plar plar
Perundang-
undangan
Jumizh Buku $ E
Peraturan Bulu Buku -
Perundang
undangan yang
disediakan
$.02.01.206. | Penyelenggaraa | Jumlah Rapat- 200 200
09 n Rapat Rapat Koordinasi Kati 211,312,000.00 Kali 170,000,000.00 381,317,000.0
Koordinasi dan dan konsultansi 0
Konsultasi keluar yang
SKPD dihedir/Diikwi
Jumiah Rapai- 200 200
Rapat Koordinasi Kali Kali -
dan konsultansi
dslam yang
dihadiri/Diikuti
5.02,01,2,07 Pengad: P 100% 100% 100% Sekret Bada
Barang Milik barang milik 821,937,000,60 543,761,000.00 1,365,698,000. ariat n
Daersh daerah 00 Keus
Penunjang p jang ngan
Urusan urusan
Dacrab daerah yang
diadakan sesuai
dengan
kebutuhan dalam

setahun
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5.0201.207. | Pengadsan Jumlsh kendaraan 2 Sekreta | Beds
o Kendartan jabatan yang 627,522,000.00 313,761,000.00 Uit 941,283,000.0 siat n
diadakan 0 Keua
Dinas atau ngan
Kendarazn
Dinas Jabatan
$.0201.207. | Peugadaan Jumish meubelair 8 Unt 8 Unt
05 Mebel yang 9,382,000.00 25,000,000.00 34,387,000.00
dibeli/diadakan
$.0201.207, | Pengsdaan Jumiah peralatan 0 30
06 Peralatan dan kantor yang Unit 172,346,000.00 | Unit 180,000,000.00 352,346,000.0
Mesin Lainnys diadakan 0
50201207, Jurmiah sarana dan S Unit S Unat 39 Sekreta | Bada
0 Sarsna dan praserana godung 12,682,000.00 25.000,000.00 Unit 37,682,000.00 riat n
Prasarama kantor dan Keua
Gedung Kantor | bangunan hianya ngan
218y Bang yang diadal
Lainnya
50201.207. | Pengadsan Jumich sarana dan
n Sarana dan prassrana -
Prasarana pendukung gedung
Pendukung kantor yang
Gedung Kantor | diadakan
atau Bangunan
Lainnya
Luasan sarana
prasarana gedung -

kantor yang
dibangun
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$5.02.01.2.08 | Penyedi P 100% 100% 100% Sekret | Bads
Jasa pemenuban jass 1,093,982,000,00 1,097,500,000.0 2,191,482,000. ariat o
P jang [- jang [ 00 Keua
Urusan urusan ugan
Pemerintahan Pemerintaban
Daerah Daerah dalam
setahun
$.0201.208. | Penyedisan Jumlah surst yang 400 400
01 Jasa Surat dikinim Surat 2,500,000.00 Surat 2,500,000.00 $,000,000.00
Menyurat
50201.208. | Penyediasn Jumizh rekening 12 12 Sekreta | Bada
02 Jasa listsik yang di sekeni 374,738,000.00 rekeni 460,000,000.00 834,738,000.0 riat n
Komunikasi, bayarken ng ng [ Keua
Sumber Daya ngan
Air dan Listrik
Jumlah rekening 36 36
telepon yang di rekend sckeni -
bayarkan (3x12) a8 ng
Jumlah rek 12 12
internet yang di rekeni rekeni -
bayarkan ng g
Jumnlah rekening 12 12
air yang dibayar rekeni rekeni -
ag ng
Jumlah web 12 12
Hosting yang rekeni rekeni -
dibayar ag 8
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Jumlah
penzmbahan daya
listrik

Jumizh
listrik

5.02.01.2.08.
03

Penyediaan
Jasa Peralatan
dan

Perlengkapan
Kantor

Jumieh afat
kebersihan yang
dibeli

103
buah

22,932,000.00

103

25,000,000.00

47,932,000.00

Selgm-

Bada

Keva
ngan

Jumizh bahan
kebersihan yang
dibeti

gtﬁ

Jumlah

pembayaran jasa
kebersihan {3x12)

2408

2408

Jumlah
pembayaran jasa
keamanan

Jumizh
pembayaran jasa
operator

5.02.01.2.08,
04

Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumiah
Pembayaran
Honor {Jumlah
Orang x Bulan)

114
OB

691,812,000.00

114
OB

610,000,000.00

1,303,812,000.
00

Sekreta
riat

Beda

Keua
ngan

Jumish
Pembayaran
Lembur (Jumlah
Orang x Hari)

17712

1712
()}
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Jumizh Benda 816 816 =
Pos/ Matersi yang Buth Buzh -
Dizdakan
5.02,01.209 | Pemeliharaan Perseniase 100% 100% 180% Sekret | Bada
Barang Milik barang milik 168,760,080.00 237,500,000.00 405,260,000.0 ariat n
Dgerah daerah 0 Keua
P jang p jang ngan
Urusan orusan
Pemeriatahan pemerintahan
Daerah daerah yang
terpelibara
dalsm setahun
$.02.01.2.09. | Penyedinan Jumish 1 Unit 1 Unit Sekreta | Bada
(11} Jasa pemeliharaan 40,610,000.00 45,000,000.00 85,610,000.00 riat n
Pemeliharazn, kendaraan jabatan Keua
Biaya ngan
Pemeliharaan
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atsu
Kendaraan
Dinas Jabatan
Jumlsh kenderaan 1 Univ 1 Univ/
jabatan yang Tahun Tahua .
dibayar pajaknya
5.02.01.2.09. | Penyedisan Jumish 2 Uni/ 2 Unit/ Sekreta | Bada
02 Jasa pemeliharzan Tehun $2,500,000.00 Tahun 52,500,000.00 105,000,000.0 riat n
Pemeliharaan, kenderaan 0 Keua
Biaya dinas/cperasional ngan
Pemelihzraan,
Pajak, dan
Perizi
Kendarazn
Dinas
Operasional

atau Lapangen
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Jumiah kendarazn 39 39
dinas/operasional Unit Unit -
yang dibayar
pajaknya
50201.209. | Pemeliharaan Jumlah 0 Kali is Bzda
05 Mebel pemeliharaan - Kali 15,000,000.00 15,000,000.00 n
meubelair Keus
ngan
502.01.209. | Pemeliharaan Jumizh 45 45 Bada
06 Peralaien dan pemeliharaan Kali 29,400,000.00 Kali 25,000,000.00 54,400,000.00 a
Mesin Lainnya peralatan kerja Keua
ngan
5.02.01.2.09. | Pemeliharaan/R | Luasan gedung 300 300
-] chabilitasi kantor yang m2 35,000,000,00 m2 35,000,000.00
Gedung Kantor | dipelihara
dan Bangunan
Lainnya
5.0201.209. | Pemeliharasn/R | Luasan Sarana dan 50 2 SOm2 Bada
10 chabilitasi Prasarana gedung 11,250,000.00 100,000,000.00 111,250,000.0 ]
Sanana dan kamtor yang 0 Keua
Prasarana dipelihara ngan
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya
5.02.02 Prog: [1 100% 100% 100% Bada
Pengelol. Dol 416,703,012,093. 476,098,472,54 892.801,484,6 n
Keuangan Penctapan APBD 00 .19 39 Keua
Daerah dan PAPBD yang agsn
ditetapkan tepat

waktu
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5.02.02.2.01 Koordinasi [ 100% 100% 100% PAD Bada
dan Dokumen 415,444,199,693. 474,358,968,044 889,803,167,7 o
Peny P 00 JA9 37.19 Keaa
Reacsns Penganggaran ngen
Anggarsn yang disusna
Daerah Tepat Wakin
5.0202.201. | Koordinssidan | Jumish Dokumen 94 94 PAD Bada
0l Penyusunan KUA dan PPAS Doku 154,442,000.00 Doku 241,820,000.00 396,262,000.0 n
KUA daa yang disusun men men 0 Keua
PPAS ngan
Persentase Belanja 20% 20%
Pendidikan -
Persentase Belanja 10% 10%
Keschatan -
Jumlah Koordinasi 4Kl
Dengan SKPD i
5.02.02201. | Koondinasi dan Jumlah Dokumen o 9N PAD Bada
02 Peny Perubahan KUA Doku 140,066,000.00 Doku $7,405,500.00 197.471,500.0 n
Perubthan dan PPAS yang men men ] Keauna
KUA dan disusun ngan
Perubahan
PPAS
ja 20% 20%

Persentase
Pendidikan




Persentase Belanja 10% 10%
Keschatan -
Jumlah Koordinasi 4Kali
Dengan SKPD -
50202201, | Koordinas, Jumlah Dokumen a7 a7 PAD Bada
[11] Penyusunan RKA SKPD yang Doku 28,825,000.00 Doku 22,550,000.00 $1,375,000.00 n
dan Verifikasi disusun men men Keuva
RKA-SKPD ngan
Jumlah Koordinasi 4 Kali
Dengan SKPD -
5.02.02201. Koordinasi, Jumlsh Dokumen 235 235 PAD Bada
o4 Peny Peny dan Doku 24,525,000.00 Dol 31,850,000.00 $6,375,000.00 [}
dan Verifikasi Verifikasi men Keua
Perubah Perubahan RKA- rgan
RKA-SKPD SKPD yang
disusun
Jumizh Koordinasi 4 Kali
Dengan SKPD -
5.02.02.2.01. Koordinasi, Jumish Dokumen 47 47 Perben Bada
0s Penyusunan DPA SKPD yang Dol 28,825,000.00 Doku 28,825,000.00 | daharaa a
dan Verifikasi di susun men men n Keva
DPA-SKPD ngan
Jumlah Dokumen 47 47
DPA SKPD yang Doku Doku -
diverifikasi men men
§0202.201. | Koordinasi, Jumish Dokumen 47 47 Pesben Bada
06 Peny Perubahan DPA Doku 24,525,000.00 Doku - 24,525,000,00 | daharsa n
dan Verifikasi SKFD yang di men n Keua
Pertbahan susun ngan

DPA-SKPD
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Jumizh Dokumen
Perubahan DPA
SKPD yang
diverifikasi

47
Doku

47
Doku
men

Jumlah Koordinasi
Dengan SKPD

4 Kali

50202201.
0?

!umhh_ Dokumen

dan perbup
APBD)

3g~

516,938,800.00

TS

499,011,000.00

1,015,999,800.
00

PAD

Jumlah Dokumen
informasi
keuangan daerah
yang dapat di
akses publik

Jumlah Koordinasi
Dengan SKPD

4 Kall

Jumlah
Pemeliharsan
Jasingan dan

dilaksankan

Paket
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5.02.02.2.01. Jumizh Dokumen 9 9 PAD DBeds
08 Penyusunzn Perda dan perbup Dolku 164,444,000.00 Doku 359,920,400.00 $24,364,400.0 a
Perzturan APBD yang men men 0 Keua
Daerah tentang disusun ngan
APBD dan
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Perubahan
APBD
Jumiah Dokumen [} 1
informasi Doku Doku -
keuzngan dserah men men
yang dapat di
akses publik
Jumlah Koordinasi 4 Kali
Dengan SKPD -
Jumlzh 3xali
Pemeliheraan -
Aplikasi yang
dilaksankan
50202201 | Koordinasidan | Jumiah Koordinasi aKali 4Kali PAD Beda
-] Peny Peny 248,241,000.00 56,092,000.00 304,333,000.0 n
Regulasi serta regulasi serta [} Keus
Kebijakan kebijakan bidang ngan
Bidang anggann yang
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Jumish Dokumen 2 2
SBU yang disusun Dol Doku -
men men
$.02.02.2.02 Koordinasi [ 92% 92% 94% Perben | Bada
dan Laporsn/ $65,825,400.00 794,229,500.00 1,360,054900. | dahara | n
Pengetot. Det 00 | an Keus
Perbendah Penpelol. ogan
an D: Perbendah
yang disusun dan
disampaikan
tepat waktu
$.02.02.202. | Koordinasi dan Jumish Laporan 264 264 Perben Bada
ol Pengelolaan Posisi Kas Harian Lapor 109,114,000.00 Lapora | 131,478,000 240,592,0000 | dahsraa | n
Kas Daersh yang disusun an n 0in Keua
ngan
Persentase SILPA 0.20% 0.20%
terhadsp APBD -
$.02.022.02, | Pengelolaan Jumizh Laporan 264 264 Perben Bada
02 Sisa Lebih Sisa Lebih Laper $,580,000.00 Laper | 5.580,000 11,160,00000 | daharsa | n
Perhitungan Perhitungan an an n Keua
Anggaran Anggaran tzhun ngan
Takun Scbelumnya yang
Secbelumnya disusun
Persentase SILPA 0.20% 0.20%

teshadap APBD
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50202202 | Penyiapan, Jumish SP2D 14500 14500 Peben | Beda
03 Pelaksansan yang diterbitkan Surat 310,712,000.00 Surat 397,398,500 708,110,500.0 | deharaa | n
Pengendalian Ofn Keua
dan Penerbitan ngan
Anggaran Kas
dan SPD
Jumlzh SPD yang 188 188
ditesbitkan Surat Surat -
Jumizh SPM yang 14500 14500
diteliti Surat Surat -
50202202 | Koordinasi, Jumiah Laporan 30 30 Perben Bada
05 Fasilitasi, dan koordinasi Lzpera 13,795,200.00 Lepors | 32,355,000 46,150,200.00 | deharas n
Asistensi, Dana Transfer n n n Keua
Sinkronisasi, yang disusun ngan
Supervisi,
Monitoring dan
Evaluasi
Pengelclaan
Dana
dan Dama
Transfer
Lainnya
Jumiah LKT 4 4
(Laporan Lapora Lapona -
Konfirmasi n ]
Transfer) yang

disusun
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5.02.02.202. | Koordinasi dan jumiah Laporan 12 12 Perben Bada
o7 Penyusunan Gaji Kali 105,789,000.00 Kali 195,014,000 300,803,0000 { daharss n
Laporan Ofn Keua
Realisasi ngan
Peacrimaan dan
Pengeluaran
Kas Daerah,
Laporan Aliran
Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pe
motongan dan
Penyetoran
Perhitungan
Fihak Ketiga
(PFK)
Jumish 43 43
Pembinaan SKPD Lepora Lapors -
n [
Jumlah 4 Kali 4 Kali
Rekonsiliasi Gaji, -
Jumlah SKPP 4 Kali 4 Kali
yang diterbitkan -
Persentase 450 450
Belanja Pegawai Surat Surat -
di luar Guru dan
Tenags Keschatan
terhadap Jumlzh
APBD
Jumiah Dokumen 2
juknis/Sisdur doku .
Penatausazhan men
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Jumlah laporan 12
kas dan perkirasn doku -
Belanja yang men
disusun
5.02.02202. | Rekonsitiasi Jumlzh 4 Kali 4 Kali Perben Bada
09 Data Rekonsiliasi BKU 20,835,200.00 32,404,000 §3,239,20000 | dahzraa | n
Penerimasndan | yang Dilsksanakan n Keua
Pengelusran ngan
Kas serta
Pemungutan
dan
Pemotongen
Atas SP2D
dengen [nstansi
Terkait
Jumlah 12 12
Rekonsiliasi Kali Kali .
DTH/RTH yang
dilaksankan
Jumlah 264 264
Rekonsiliasi Posisi Kali Kali -
Kas dengan Bank
Jatim yang
dilaksanakan
Jumlah 4 3
Rekonsiliasi SPJ Lapora Lapora .
Fungsional yang a a

dilaksanakan
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5.02.02.2.03 Koordinasi Persentase - 100% 100% 100% AKLA Bada
dan laperan 692,987,000.00 945,275,000.00 1,638,262,000. | P a
Petaksanaan pertanggungjawa 00 Keua
Akuntansi dan ban pelaksanasn ngan
Pelsporan APBD disusun
Keusngan tepat waktu dan
Daerah Sesusi SAP

50202203, | Koardinasi Jumlah koordinasi - 168 168 AKLA Bada
Pelzksansan akuntansi Kali 71,326,000.00 Kall 121,955,000.00 193,281,0000 | P n
Aluntansi Penerimaan Kas 0 Keua
Penerimazndan | Daerah yang ngan

Pengelusran dilaksanskan

Kas Dzerah
Jumiah koordinasi - 564 S64
akuntansi Kali Kafl -
Pengeluaran Kas
Deersh yang
dilaksanakan
Jumizh Verifikast - 14000 14000
dan Pengujian atas Kali Kali -
Bukii Memerial
yang dilakukan
50202203, | Rekonsiliasi Jumlsh - 612 612 AKLA Bada
02 dan Verifikasi Rekonsiliasi Kali 85,190,000.00 Kall 122,670,000.00 207,860,0000 | P n
Aset, Realisasi [ Keus
Kewajiban, Pendapatan dan ngan
Ekuttas, Belanja Serta
Pendzpsaian, Pembiayaan yang
Belanis, dilaksanakan
Pembiayasn,
LO
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5.02.0220). | Koordinasi Jumlah Leperan 6kati AKLA Bada
03 Penyusunan j 78,229,000.00 140,620,000.00 218,849,0000 | P o
Laponan an Pelaksanaan 0 Keua
Pertanggungjs APBD ngan
waban Bulanan, Teivalan
Pelaksenaan an dan Semesteren
APBD yang disusun
Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran
$,02.02203. | Konsolidasi Jumlah 67 67 AKLA Bada
o4 Leporan Konsclidasi Lapora 91,198,000.00 Lapera 91,198,00000 | P n
Keuangan Laporan Keutngan n n Ken
SKPD, BLUD SKPD, BLUD dzn ngan
dan Laporan Lzporan
Keuangan PEMDA yang
Pemerintah disusun
Dzerah
Jumish Laporan 170 170
Pentanggungjawab Lapora Lapera -
an Pelaksanzan n n
APBD
Bulanan, Triwulan
&n dan Semesteran
yang disusun
Persentase 10% 10%
Program Kegiatan -
yang tidak
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Persentase Deviasi
Realisasi Belanja
Terhadep Delanja
Total Dalam
APBD

1%

1%

Rasio anggann
sisa thd tota)
belanja dalam
APBD uhun
sebelumnya

0.10%

0.10%

Jumiah Publikati
yang dilaksanakan
untuk Transparasi
dan Pantisipasi
Publik

1Kali

1 sl

Jumiah Dokumen
yang dapat di
akses publik thd
informasi keuda

Doku
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50202203 | Koordinasi dan Jumiah Dokuman 9 9 AKLA Bada
0s Penyusunzn Rancangan Dok 147,744,000.00 Doku 169,302,000.00 317,046,0000 | P n
Rancangan Peraturan Daerzh men men 0 Keua
Peraturan dan ngan
Daerah tentang RanperbupTentan
Portanggungia | 8
waban jawab
Pelal an Pelak
APBD Provinsi APBD Ksb yang
dan Rancangan disusun
Peraturan
Kepala Daerah
tentang
Penjabaran
Pertanggungia
weban
Pelaksanaan
APBD
KabupatevKot
a
$.0202203. | Penyusunan Jumiah Dokumen 2 2 AKLA Bada
13 Arnalisis Analisis Leporan Dol 74,832,000.00 Doku 44,776,000.00 119,603,0000 | P n
Laporan Pestanggungjawsh men men 0 Keua
an Pelaksenaan ngan
weban APBD yang
Pelaksznaan disusun
APBD
$02.02.203. | Penyusunan Jumizh Kebijakan S H AKLA Bada
(4 Kebijskan dan dan Panduan Doku £0,962,000.00 Doku 109,758,000.00 190,7200000 | P [
Panduan Teknis | Teknis men men [ Keua
Operasional Operasional ngan
Penyelenggaraa | Penyelenggarazn
n Akuntansi Akuntansi
Pemesintah Pemeriniah
Dacrzh Dzerah yang
disusun
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5.02.02.2.03. | Pembinaan Jumizh I Kali 3 Kali AKLA Bada
n Akuntansi, Pembinaan dan 63,506,000.00 236,194,000.00 299,700,0000 | P n
Pelaporan dan Sosislisasi 0 Keua
Peranggungja | Tentang ngan
waban Penyusunan
Pemerintah Laporzn Keuangan
Kabupaten/Kot Pemerintah
a Dacrah Sesusi
Sistem Akuntansi
Pemerintah yang
dilaksanakan
5.02.02.2.04 P jang P 100% 100% 100%
Urusan Pelsksansan 414,098,317,893. 473,065,319,144 887,163,637.0
Kewenangsn Urusan 00 A9 9
Ponsalal Py
phisse Peapotes
Daerah Ki
Dserah dalam
setahun
50202204, | Analisis Tumiah desa yang 213 213 PAD Bada
[} Perencanaan desa 389,352,691,000. desa 452,909,660,847 842,762,351.8 n
dan Penyzluran | ADD 00 Y 41.69 Keus
Bantuzn ngan
Keuangan
Jumlah desa yang 203 213
mendapatkan desa desa -
SARPRAS
Jumlah desa yang 9 Desa 9 Desa
mendapatkan -
Bactusn

BINA MITRA
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Jumizh RT yang 5604 5604
mendapatkan RT RT .
Bantuan Keuangan
Insentif RT
Jumiah RW yang 1212 1212
mendapatkan RW RW -
Bantusn Keuangan
Insentif RW
Jumieh Laporan 12 12 FPD Bada
Bantusn Keuangan Doku Doku . n
yang disusun men men Keua
ngan
persentase belanja 1% 1%
urusan -
pemerintahan
umuem { dikurangi
transfer
Expenditures }
Jumlah Persenta 213
yang menggikuti Onang -
bimtek
$.02.02.204, | Pengelolaan Jumizh SP2D 10 10 PAD Beda
09 Dana Darurat yang diterbitkan Doku 11,411,630,0000 | Doku 11,411,630,000. 22,823,260,00 n
dan Mendesak men 4 men 00 0.00 Keus
rgan
50202204, | Pengeloizan Tumiah SP2D 10 10 FAD Beda
10 Dana Bagi yang diterbitkan Doku 12,833,996,8930 | Doku 8,744,028,296.5 2),578,025,18 n
Hasil men L] men 0 9.50 Keua
ngan

Kabupaten/Kot
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dizdakan

Persentase Jumizh 100% 100%
Dagi Hasil -
Kab/Kota dzn
Desa yang
dikelels
5.02.02.2.08 Pengelot P 100% 100% 100% PAD Bads
Data dan Peagelotasn Data 15,000,000.00 25,000,000.00 40,000,000 00 a
Implementasi dan Kens
Sistem Implementasi ngan
Informast Sistem Informasi
Daerah Daerah Lingkop
Lingkup Keusngan
Keuangan Daerah dalam
Dzerah setzhun
5.02.02.205. | Implementasi Jumiah 1 Kali 1 Kali PAD Bada
02 dan Pemeliharaan 15,000,000.00 25,000,000.00 40,000,000,00 o
Pemeliharaan SIPD yang Keua
Sistem dilakukan ngan
Informasi
Pemerintab
Daerth Bidang
Keuangan
Daerzh
Jumlah Pembinaan 2kali 2kali
SKPD yang -
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Meningk | 5.02.03 Progam Persentase 85% 90% 100% BMD Bada
atnya Pengelo) Pengelol. 1,125,686,000.00 1,065,838,500.0 2,191,524,500. n
Kualitas Barsng Milik Baraag Milik ] 00 Keus
Peagelol Daerah Daerab, Kategori ngan
asn Tertib
Barang
Milik
Daerzh
$,02.03.2.01 Pengelol. Py 85% 0% 100% BMD Bada
Barang Miltik Laporan/ 1,025,686,000,00 1,065,538,500.0 2,191,524,500. ]
Daerah Dokumen (] 00 Keus
Barang Milik agan
Daerah yang
disusun dan
disampaikan
tepat waktu
5.02.03.201. | Penyusunan Jumiah SKPD BMD
Standar Harga yang - Bada
menysmpaikan X
usulen SSH Keua
ngan
Jumlah Koordinasi
Dengan SKPD -
$.0203201. | Penyusunan Jumlah SKPD 47 a7 BMD Bada
(1] Perencanaan yang SXPD 162,770,000.00 SKPD 184,800,000 342,570,000.0 a
Kebutuhan menyampaiken 0 Keua
RKBMD ngan

Berang Milik
D2erah
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Jumiah SK 478K 475K
Penetapan Status -
Penggunaan yang
disusun
Jumish dokumen 2 2
pengajuan usulan Doku Doku -
pemanfaatan BMD men men
yang dilaksanakan
Jumlah Peserts 35 47
Bimbingan Teknis crang orang -
Pengelelsan BMD {1x38) {147}
yang dilaksanskan
Jumish 6 Kall
Koordinasi .
Dengan SKPD
Jumizh SKPD 47
yang SKPD -
menyampaikan
usulan SSH
$.02.03.2.01, | Penatausahsan Jumlah L s BMD Bada
05 Barang Milik inventarisasi jenis Lapora 219,815,500.00 Lapora | 249,000,000 468,815,500.0 n
Dzerah BMD yang dicatat n n (] Keua
ngan
Jumish dafar aset 5 S
tetap yang disusun Doku Doku -
men men
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yang dilaksanakan

Jumizh Dokumen [} 1
mamual untuk Doku Doku -
menyusun daftar men men
aset tetap
$.02.03201. | Pengamanan Jumlah laporan 4 4 BMD Bsda
[ Banng Milik hasil monitering Lapora 306,055,000.00 Lapora | 266,878,500 572,933,500.0 n
Daerzh dan evaluasi a o 0 Keus
pengamanan BMD ngan
yang dilaksanakan
Jumlsh dokumen 2 2
asli kepemilikan Doku Doku .
BMD yang men men
disimpan
Jumlah 6 Kali
Koordinasi -
Dengan SKPD
$.0203.2.01. | Optimalisasi Jumleh dokumen 30 30 BMD Bada
10 Penggunasan, usulan Doku 348,917,500.00 Doku 246,000,000 $94,917,500.0 n
P fsatan , penghap men men 0 Keus
Pemindahtangg | ditindaklanjuti ngan
aman
Pemusnzhan
dan
Penghspusan
Barang Milik
Dzerah
Jumlsh dokumen 5 S
usulan Ooku Docku B
pemindshtanganan men men
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Jumlah Publikasi
yang dilaksanakan
untuk Transparasi
dan Pantisipasi
Publik

IKall

IKali

Jumiah
Koordinasi
Dengan SKPD

6Xali

5.02.03.2.01.
n

Rekonsifiasi
Penyusunan
Lsporan
Milik Dzerah

lumlah
Rekonsiliasi BMD
yang

4 Kati

$8,128,000.00

4 Kali

119,160,000

207,288,000.0

BMD

Keus

Jumlzh
Rekonsiliasi
Inventarisssi Aset

yang
dilaksznakan

4 Kali

4 Kali

Jumish Dekumen
Nilzi Aset yang
disusun

3g-

igo

Jumiah
Koordinasi
Dengan SKPD

6 Kali

$.02.03.201.
12

Jumlzh
Rekonsitiasi
nventarisasi Aset

4 Kali

4 Kati

"k
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Jumlzh Dokumen [] [
Nilai Aset yang Doku Dolas -
disusun men men
Jumlsh 6 Kali
Koordinasi -
Dengan SKPD
5.02.03.201, | Pembinaan Jumizh 35 35 BMD Bada
13 Pengelo!. Bimbingan Teknis crang - orang - n
Barang Milik Pengelolaan BMD {1x35) (1x35) Keua
dacrzh yang dilaksanakan ngan
Pemerintsh
Kabupsten/
Kota
Jumiah OPD yang 47 47
menindaklanjuti SKPO SKPD -
hasil pembinazn
dilaksanskan
50204 Program Persentase PAD 8% 9% 5% Bada
Pengelol. rhadap APBD 3,133,833,000.00 2,197,209,000.0 $,331,047,000. n
Pendapatan ] 00 Keua
Daerab ngan
5,02.04.2.01 Pengelel. [ 2% % 95%
pendap Peningh 3,133,838,000.00 2,197,209,000.0 $,331,047,000.
Daerah PAD Dibanding [ 0
Takun




98

5.02.04.201. | Perencanazn Jumlah Fasititasi 10K 10 Ko P3EPD | Bada
0 pengelol dan koordinasi 320,500,000.00 70,930,000.00 391,430,000.0 n
pajak daerah kegistan (] Keua
Perencansan ngan
Pendapalan
Jumlah 2k 2kal
pendampingan -
Aplikasi PBB dan
BPHTB yang di
laksanakan
50204.201. | Analisa dan Jumiah Peserta 35 35 P3EPD Bada
02 Pengembangan Bimtek orang 168,920,000.00 orang 72,332,000.00 271,252,000.0 n
Pajek Dzerah, Pengelolaan Pajak {1x35) (1x35) 0 Keua
senta yang ngan
Penyusunan diselenggarakan
Kebijakan
Pajak Daergh,
Tumlah koordinasi kb 3Ikal
tentang -
pengembangan
daerah yang
dilaksenskan
$.02.04.201. | Penyulchandan Jumiah Laperan 12 12 P3EPD Bada
0s peayebariuasan | Hasil Penyuluhan lapora 126,480,000.00 lapora | 84,960,000.00 211,440,000.0 n
Kebijakan dan n ] ] Keua
Pajak Dzerah Penycbartuasan ngan
Kebijeken Pajak
Daerah yang

dilaksanakan
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Jumlah
Penyuluhan dan

25
Kali

25
Kali

5.02.04.2.01.
06

Penyediasn
Sarana dan

Jumlah sarana dan

Pengelolazn Pajek

Pajak Dacrah

Daereh yang
digdakan

4unt

23,320,000.00

4 unit

12,340,000.00

35,660,000.00

PIEPD

if°e

Luasan sarana

prasarana
Pengelolaan Pajak
Daerah

yang
diadakan

12m2

12m2

5.02.04.2.01.
03

Pendataan dan

Objek Pajak
Daerah

Jumiah Potensi
wajib pajak dzerah
yang di survey

s

iis

992,863,000.00

992,863,000.0
0

PIEPD

§f°E

Jumiah Obyek
Pajak Daerah yang
didatadandi
dafiarken

1500
Pajk

1500




100

Pengolahan, Jumlah 12Kal 12K
Pemeliharsan, monitoring - -
dan Pelaporan pendapatan daerzh
Basis Data dan PBB yang
Pajek Dacrah dilaksanakan
Jumiah 12Kk 12Kaf
a objck .
pajak dzerah yang
dilaksanakan
Penctapan Jumizh eplikasi E] 3
Wajib Pajak pajak dzerah yang Aplika | 1,400,936,00000 | Aplika 1,400,936,000.
Daerzh dipelibara si s 00
Jumlah DHKP, 65240 65240
SPPT dan SKPD /] [} -
yang dicetsk lembar lembar
Jumlah Kintbauan 1000 1000
pajak yang di lembar lembar .
cetek
Jumlzh objek
pajak yang 615750 615750 .
ditetapkan oP opP
Jumlah 2 Kati 2 Kali
pendampingan -
Penciapan Wajib
Pajak Deersh yang

dilaksanakan
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$.0204201. | Pelaysnandan Jumlah konsultasi 4kl 4 kali P3EFD Bada
09 Konsultasi pajak dacrah yang 15,694,000.00 139,790,000.00 55,484,000.00 n
Pajak Dacrah dilaksanakan Keua
ngan
50204.2.1.1 Penelitian dan Persentase 0.86% 0.836% PPD Bads
0 Verifikasi Data | Deviasi realisasi 112,171,500.00 81,113,000 193,284,500.0 a
Pelaporan Pajak | PAD thd anggarzn 0 Keus
Daerah PAD dalam APBD ngan
yang disusun tepat
waktu
50204211 i Jumlsh Kegiatan 240 240 PPD Beda
1 Pajak Daerah imensifikasi / Kali 283,092,000.00 Kali 160,218,000 443,310,000.0 n
penagihan Pajak ] Keua
daerah ngan
dilaksanakan
$§02042.1.) | Pengendalian, Jumlah Laporan 12 12 PPD Bada
3 Pemeriksaan Hasil Monitering lspora 652,724,500.00 lzpora 682,663,000 1,335,387,500. n
dan dan Evaluasi yang n n 00 Keua
Penga: dilaksanak ngan
Pajak Daerzh
Jumiah dokumen 1 1
Realisasi PBB Doku Doku -
yang di men men
publikasikan di
wabsite
Jumish Publikasi 5 Kali SKal
yang dilaksanakan -
untuk Transparasi

dan Pastisipasi
Publik
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$ Unsur
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Meningk Meningh | 502 Urusan 100% 100% 100% 100% 100% Bada
toya atnya Keuangan 468,558,716, 533,911,883, 543,754,234, 553,628,173, 2,099,883,807, n
Kuafitas Kualitss 403.00 841.66 299.67 162.06 406,39 Keun
Pengelola | Peagelol ngan
an azn
Keoanga Barang
pdan Miik
Pengelota | Daerah
an
Barang
Milik
Daerab
$.02.01 PROGRAM Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Sckret | Bada
PENUNJANG pemienchan 23,297,544,9 22,533,2103 22,749,374,1 229625693 91,547,698,77 ariat o
URUSAN penunjsng 83.00 20.66 2428 4091 382 Keas
PEMERINTA urusan ogan
HAN pemerintahan
DAERAH daersh dalam
KABUPATEN | setabun

/KOTA
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$.02.01.2.01 P Py 100% 100% 100% 100% 100% Selret Bada
Penganggaran, | dekumen 163,741,500, 171,650,000, 201,792,427. 256,500,000 793,683,927.0 ariat o
dan Evatuasi p 00 00 00 00 [ ] Keua
Kinerja penganggarn, nrgan
4 L dan evatussi
Daerah kinesja OPD
yang disusan
tepat waktu
$02.01.201. | Penyusunan Jumlah dokumen [N n 1n u 44 Sekreta | Bada
ol Dok F Dokum | 22,392.0000 | Dokumen | 23,500,0000 | Dokum | 24,0000000 | Dokum 24,500,0000 | Doku 94,392,000.00 izt n
P Perangkat Daerah en ) [ en 0 en 0 men Keua
Perangkat ngan
Dzerah
$.02.01.201. | Koordinasi dan Jumlsh Dokumen 2 2 2 2 8 Sekreta | Dada
02 Penyusunan RKA - SKPD dan Dokum | 9,400,000.00 | Dokumen 15,000,0000 | Dokum | 11,792,427.0 | Dokum | 75,0000000 | Deku 111,192,427.0 riat n
Dokumen RKA Lapcran hasil -] 0 en ¢ en /] men [} Keua
« SKPD Koordinasi ngan
Penyususnan
Dokumen RKA -
SKPD
$.020120). | Koordinasi dan Jumlah Dokumen 4 4 4 4 16 Sckreta | Bada
03 Penyususnzn Perubahan RKA- Dokum | 6,000,00000 | Dokumen | 6.500,00000 | Dokum | 600000000 | Dokum 7,500,000.00 | Doku 26,000,000.00 riat n
Dokumen SKPD dan -} en en men Keus
Perubshan Leporan Hasil ngan
RKA- SKPD koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
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$.02.01.201. | Koordinasi dan Jumizh Dokumen 2 2 2 2 8 Sekreta | Bada
04 nan DPA - SKPD dan Dokum | 7,360.000.00 | Dokumen 7,650,000.00 | Dokum §5,000,0000 | Dokum | 8,500,000.00 | Doku 78,510,000.00 st [
DPA - SKPD Laporan hasil o en [ en men Keus
Koordinasi ngan
Peayususnen
Dokumen DPA -
SKPD
5.02.01.201. | Koordinasi dan Jumlah Dokumen 4 4 4 4 16 Sckreta | Bada
05 Peny Perubahan DPA- Dokum | $,162,500.00 | Dokumen 5,500,000.00 | Dokum 5.000,000.00 | Dokum | 6,000,000.00 | Doku 21,662,500.00 riat n
Dokumen SKPD dan en en en men Keua
Perubahsn Lsporan Hasil ngan
DPA- SKFD koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
$0201.2.01. Evaluast Jumish Laporzn [ 6 Laporzn 6 6 24 Sckreta | Beda
07 Kinerja Evaluasi Kinetja Lapera | 113,427,000, 113,500,000, | Lapora | 100,000,000. | Lapora | 135.000000. | Lapor | 461,927,0000 riat n
P L F kat Daersh n 00 00 | n 00 | n 00 | 2n 0 Keua
Dacrzh ngan
$,02.01.2.02 Administrazi Persentase 100% 100% 100% 100% 180% Sekret Bada
Ki S dok dan 19,562,213,6 19,688,330,3 19,800,003,6 19,920,678,8 78,971,226,51 arist n
Perangkst laporan 58.00 20.66 97.28 4091 6.82 Keua
Daerah kevangan yang agan
disusun tepat
waktu
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5.02,01.2.02. | Penyediaan Jumlah 1120 1120 1120 1120 4480 Sekreta | Bada
0l Gaji dan pembayaran gaji onang 19,555,276,6 | orang 19,680,8294 | orang 19,792,003,6 | orang 19,912,678,8 | Onng 78,940,788,61 riat n
Tunjangan dan tunjangzn 58,00 20.66 97.25 4091 6.82 Keua
ASN ASN ngan
Jumlah dokumen 23 28 28 P23 12
pengajuan gaji dan Dokum Dolkumen Dokum Dokum Doku -
tunjangen ASN e en en men
dan Nen ASN
yang disusun
$.02.01.2.02. Koordinasi dan Jumlah Laperan 48 43 43 43 192 Sckreta | Bada
or Peny Keuang; Lapora 6,937,000.00 | Laporan 7.500,900.00 | Lapora 8,000,000.00 | Lapors | 8.000,00000 | Lapor 30,437,900.00 riat n
Laporan Bulanan/ 0 n o m Keua
Keuangan Triwalznan / rgan
Bul /T rrwul SKPD
aman/Semesiera dan laporan
n SKPD Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kevangan
Bulanan/
Triwulanan/
semesieran SKPD
5,02,01.2.05 Admini i P ASN 100% 100% 100% 100% 100% Sekret Bada
Kepegawaian yang disiplin 326,362,500 393,100,000, 391,298,000, 412,200,000, 1,583,560,500, ariat n
Perangkat dalam setahun 00 00 00 o0 00 Keua
Daerab agan
5.02.01.205. | Pengadaan Sumiah Pzket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 12 Sekreta | Bada
02 Paksian Dinas Pakaian Dinas 83,280,000.0 90,000,000.0 88,148,000.0 $9,600,000.0 Paket 351,028,000.0 riat n
Beserta Atribut | beserta Atribut 0 0 0 ] 0 Keus
Kelengkapanny | Kelengkzpan agan
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5.02.01.2.05. | Pendidikandan Jumiah Pegawai 150 150 150 150 600 Sckreta | Bada
09 Pelatihan Onng 303,082,500. | Orang 303,100,000. | Crang 303,150,000. | Orang 323,200,000. | Orang 1,232,532,500. riat n
Pegawai Tugas den Fungsi 00 00 00 00 00 Keus
Berdasarkan yang Mengikuti ngan
Tugas dan Pendidikan dan
Fungsi Pelatihan
£.02.01.2.06 Admini: i P 100% 100% 100% 100% 100% Sekret Bada
Umum Pemenuhan 639,841,360 642,000,000, 712,750,000, 725,500,000, 2,720,091,360, ariat n .
Perangh Kebutuh 00 00 [ 00 00 Keua
Daerab Administras ngan
Umom dalam
setahun
5.02.01.2.06. | Penyedinan Jumleh Paket | Paket 1 Paket 1 Paket | Paket 4 Sekreta | Bada
01 Komp KOmp 10,783,360.0 11,000,000.0 11,500,000.0 15,000,000.0 Paket 48,283,360.00 riat n
Instalasi Instalasi Listrik / 0 0 [} 0 Keua
Listrik/Peneran P ngan
gan Bangunan Kantor
Kantor yang disediakan
$.02.01.2.06. Penyediaan Jumlah Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket q Sekreta | Bada
02 Peral dan Peralatan dan 182,475,000 183,000,000. 183,250,000, 183,500,000. Paket 732,225,000.0 nat n
Perlengkapan Perlengkapan 00 00 00 00 ] Keua
Kantor Kantor yang ngan
disedakan
$.02.01.206. | Penyediaan Jumizh Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 12 Sekreta | Bada
04 Bakan Logistk | Bahan Logistik 14,137,000.0 14,500,000.0 14,750,000.0 150000000 | Paket $8.382,000.00 rist n
Kantor Kantor yang 0 0 0 [} Keus
disediakan ngan
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5.02.01.2.06. | Penyediaan Jumish Paket 10 10 Paket 10 10 40 Bada
[ Barang Cetekan | Barang Cetzkan Paket 115,210,000. 115,500,000. Paket 115,750,000. Peket 116,000,000. Paket 462,460,000.0 n
dan dan Penggandasn 00 0o 00 00 o Keua
Penggandaan yang disediakan ngan
Jumiah banang 50000 50000 50000 50000 20000
yang digandakan Lemba Lembar Lemba Lemba 0
r r r Lemb
ar
5.02.01.206. | Penyediaan Jumish Dokumen 5 5 s S 20 Bada
06 Bahan Bacaan Bahan Bscsan dan Dokum 126,211,000, Dokumen 126,500,000. Dokum | 126,750,000 Dokum | 127,000,000 Doku 506,461,000.0 n
dan Peraturen Oeraturan en 00 00 en 00 en 00 men 0 Keua
Paarg: | Peroderg gt
" disediskan
5.02.01.206. | Fasilitas Jumish Laponan 24 24 24 24 % Bada
03 Kunjungan Fasilitas Lapora | 10.300,0000 | Lsporan 105000000 | Lspora | 107500000 | Lapora | 11,0000000 | Lapor | 42,550.000.00 0
Tamu Kunjurgan Tamu n 0 0 n 0 n o & Keua
ngan
Jumish Mamin 2000 2000 2000 2000 8000
Kunjungan Tamu Kotk Kotak Kotak Kotk Kotak
yang disediakan
5.0201.206. | Penyclenggaras | Jumish Laporan 200 200 200 200 300 Bada
09 n Rapat Penyelengganan Lapora 180,725,000. | Laporan 181,000,000. | Lapona 250,000,000, | Lapera 258,000,000. | Lapor 869,725,000.0 n
Koordinasi dan Rapat Koordinasi n 00 00 |ln [ 00 | an [ Keus
Konsuhasi dan Konsultasi ngan
SKPD SKPD
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JUmlah Mamin 500 500 500 500 2000
Rapat SKPD yang Kotak Kotak Kotk Kotak Kotzk
disediakan
£.02.01.207 | Pengad: [{ 100% 100% 100% 100% 100% Sekret | Bada
Barang Milik barang milik 1,138,292.97 360,330,000, 360,580,000, 366,740,500, 2,225,948470. ariat ]
Daerah dacrah [ X 00 00 00 o0 Keua
Peaunjang peaunj ggan
Urusan urnsan
Pemerintab pemerintab
Dazerab daerah yang
diadakan scsusi
dengan
kebutchan dalam
setshun
5.0201.207. [ Pengedaan Sumiah Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit [] Sckreta | Bada
ol Kend: d 472,468,000, Unit 472,468,000.0 riat n
P 8! F gan Dinas 00 0 Keua
Dinxs alau atau Kendaraan ngan
Kendaraan Dinas Jabatan
Dinas Jabatan yang disediskan
5.02.01.2.07. Pengzdaan Jumish unit 1 Unit ¥ Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit Sekreta | Bada
02 Kend Kend: Dinas 313,761,000. 313,761,000.0 riat n
Dinas Operasional atau (1] 0 Keua
Operasional Lap yang ngan
atau Lapangan disediakan
5.02.01.207. | Pengadaan Jumiah Paket 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 8 Sckreta | Bada
[ Mcbed awbel yang 25,883,000.0 34,080,000.0 34,080,000.0 35,040,5000 | Unit 129,083,500.0 st n
disediakan [ 1] 0 0 o Keua
ogan
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$.02.01.207. | Pengadaan Jumiah unt 30 30 Unit 30 30 120 Sekreta | Bada
06 Peralatan dan peralatan dan Unit 293,590,970. 293,600,000, | Unit 293,750000. | Unit 293,850,000, | Unit 1,174,790,970. siat n
Mesin Lainnya mesin lainnya 00 00 00 00 00 Keua
yang disediakan ngan
$.02.01.207. | Pengadaan Jumlah unit sarana $ Unit 5 Unit $ Unit 5 Unit 20 Sekreta | Bada
10 Sarana dan dan prasziana 32,595,000.0 32,650,000.0 32,750,000.0 37,850,0000 | Unit 135,845,000.0 nat n
Praserana gedung kantor o [ [} [} ) Keua
Gedung Kantor | atau bangunan ngan
atau Bangunan lainaya yang
Lainnys disediakan
5,02.01.2.08 Penyedi P 100% 160% 100% 100% 160% Sekret Bada
Jasa pemenuhan jasa 1,129,118,00 1,083,800,00 1,083,950,00 1,085,3%0,00 4,332,218,000. ariat n
Penunj penunjang 0.00 0.00 0.00 0.00 00 Keua
Urusan arusan Bgan
Dzerah Daerah dalam
setabhun
50201208 | Penyediaan Jumlah Laporzn S00 500 500 500 2000 Sekreta | Bada
ol Jass Surat Penyedizan Jasa Lapors | 2.500,00000 | Laporan 3.200,00000 | Lzpora | 3,200,000.00 | Lapors 4,500,000.00 | Lapor 13,400,000.00 st n
Menyurst Surat Menyurat n a n an Keua
ngan
$0201.208. | Penyediazn Jumizh Laporsn 60 60 60 60 240 Sekrets | Bada
1] Jasa Penyediazn Jass Lapora | 451,703,000. | Lsporan 465,000,000, | Lapora | 465,000,000 | Lapena 46%,000,000. | Lapor 1,846,703,000. riat n
Komunikasi, Komunikasi, n 00 00 [ 00 n 00 an 00 Keua
Sumber Daya Sumber Daya Air ngan
Air dan Listrik dan Listrik yarg
disediakan
Jumlzh KWH KWH KWH KWH KWH
penambahan daya
Tistrik
Jumiah Tk Tuik Ttk Tuk Taik
pemasangan days
listrik
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Jumiah Iklen / Kali Kali Kali Kali Kali
Publikasi Media
Cetak dan
Elektronik
5.02.01.208. | Penyedisan Jumizh Lsporan 36 36 k] 36 144 Sckreta | Bada
03 Jasa Perzlatan Penyediaan Jasa Lapors 59,400,0000 | Laporan Lzpors Lapona Lapor - riat o
dan Peralaten dan n 0 n n an Keus
Perlengkapan Perlengkapan £gan
Kantor Kantor yang
disediakan
$.02.01.2.08. Penycdisan Jumlah Laporan 12 12 12 12 48 Sekreta | Bada
04 Jasa Pelsyanan Penyedizsan Jass Lapera | 615,515000. | Laporan 615,600,000. | Lapora ] 615,750,000. | Lapora | 6l §.850,000. | Lapor 2,462,715,000, rist n
Umum Kantor Pelayanan Umum n 00 00 n 00 n 00 an 00 Keua
Kantor yang di ngan
scdiaken
$.02.01.2.09 Pemeliharazn Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Sekret Bads
Barzag Milik barang milik 277,970,000, 199,000,000, 199,000,000. 195,000,000, $70.970,000.0 ariat a
Daerah dzerah 00 00 00 o0 [J Keua
Penunjang j ugan
Urussn urusan
Dzerab daersh yang
terpelihara
dalam setabun
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$.02.01.2.09, | Penyediaan Jumiah Kendarazn 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit Sekreta | Bada
ol Jasa Perorangan Dinas 62,000,000.0 $5,000,000.0 $5,000,000.0 80,000,000.0 252,000,000.0 nist n
Pemeliharaan, stau Kendarzan 0 0 [} 0 0 Keua
Bisya Jabatan yany ngan
Pemeliharaan dipelihara dan
dan Pajak Dibayarkan
Kendaraan pajaknya
Perorangan
Dinas stan
Dinas Jabatan
5.02.01.209. | Penyedizan Jumish Kendtraan 44 44 Unit/ 44 44 176 Sekreta | Bada
02 Jasa Dinas operasicna) Unit 63,900,0000 | Takun 79,000,0000 | Unit/ 79,000,0000 | Unit/ $5,0000000 | Univ 281,900,000.0 rist B
Pemeliharsan, s1au lapangan 0 [} Talun [} Tahun 0 Tahun 0 Keua
Bisys yang dipelihars ngn
Pemeliharaan, dan dibsyarkan
Pajak, dan pajak dan
Perizinan Peorizinanya
Kendersan
Dinss
Operasional
steu Lapangan
50201209, | Pemeliharaan fumish Mebel 15 15 Kali 15 Kali 15 Kali 60 Sekreta
05 Mebel yang dipelihara Unit 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,0000 | Kali 60,000,000.00 siat n
[ [] 0 0 Keua
ngan
$.02.01.2.09. | Pemeliharaan Jumlah 47 47 Kali 47 Kali 47 Kali 188 Sekreta | Bada
06 Peralatan dan pemelihtraan Unit 32,070,000.0 $0,000,000.0 50,000,000.0 45,000,000.0 | Kali 177,070,000.0 riat n
Mesin Lainnya dan [} 0 [ 0 0 Keua
Mesin Leinnya ngan
yang dipelihara
50201209, | Pemeliharaan’R | Jumiah Gedung 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 16 Sekreta | Bzda
[ chabilitasi Kantor dan 100,000,000 Unit 100,000,000.0 fiat a
Godung Kantor | Bangunen lainnya 00 0 Keua
dan Bangunan yang dipelihara / ngan
Lainnya di tehabilitasi
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5.02.02

Keuulnguu
Dacrah

Penctapan APBD
dan PAPBD yang
ditetapkan tepet
wakta

100%

441,893,123,
915.00

100%

508,275,766,
221.00

100%

$17,359,978,
175.42

526,454,696,
LS

100%

1,993,983,461,
632.57

Bads

Persentase
kepatuhan
reslisasi
anggaran SKPD

100%

100%

100%

100%

Persentate
Dokumen
Penetapan
Pertanggungjawa
ban APBD yang
ditetaphan tepat
wakto

100%

100%

100%

100%

$.02.02.2.00

Koordinasi
dan

Perseatase
Dokumen

Rencana
Anggaran
Dzerah

Penganggaran
yang disusun
Tepat Wakta

100%

999,965,500,

100%

1,111,648,98
1.00

100%

1,346,648,80
0,00

100%

1,445,648,90
0.00

100%

4904,912,181.
00

PAD

Bada

Keua
ngan
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$.0202.201. | Koordinasi den Jumlah Dokumen %4 b ™ 94 564 PAD Bada
ol Penyusunan KUA dan PPAS pokim | 99,351.0000 | Dokumen 155,351,000. Dokum § 156,514,000, Dokum | 155,963,000 Doku $67,179,000.0 n
KUA dan yang disusun en 0 00 en 00 en 00 men ] Keua
PPAS ngan
Jumiah Koordinasi 4Kali 4 Kali 4 Kati 4 Kali 16
Dengan SKPD Kali
$02.02.201. | Koordinasidan | Jumlah Dokumen 94 94 94 [ 470 PAD Bada
02 Peny Perubahan KUA Dokum | 990840000 | Dokumen | 235886981. | Dokum | 159.981,400. | Dokum 159,981,500. | Doku 654,933,885.0 n
Perubahan dan PPAS yang o ] 00 en 00 en 00 men 0 Keua
KUA dan disusun ngan
Perubahan
FPAS
Jumtah Koerdinasi 4 Kal 4 Kali 4 Kali 4 Kali 16
Dengan SKPD Kali
$0202.201. | Koerdinasi, Jumlsh RKA R 2 2 92 68 PAD Beada
(0] Penyusunan SKPD yang Dokum | 20,550,0000 | Dokumen | 98,500,0000 | Dokum | - Dekum | - Dolku 20,550,000.00 n
dan Verifikasi diverifikasi en 0 0 en en men Keua
RKA-SKPD ngan
Jumlgh Koardinasi 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 24
Dengan SKPD Kali
5.02.02.2.01. | Koordinasi, Jumlah Dokumen 92 N 92 92 368 PAD Bada
04 Peny Perubahan RKA Dokum | 31,700,0000 | Dokumen 125,700,000. Dokum | - Dokum | - Dokn 31,700,000.00 n
dan Verifikasi SKPD yang en 0 00 en en men Keua
Perubahan Diverifikasi ngan
RKA-SKPD
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Jumiah Koordinasi 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 24
Dengan SKPD Kali
5.02.02.201. | Koordinasi dan Jumliah Peraturan 2 2 2 2 8 PAD Bada
o7 Penyusunan Daerah tentang Dokum | 495,246,500 Dakumen 220,246,000. Dokum | 384,685,500. Dokum | 485,237,500, Dolu 1,585,415,500. n
Perzturan APBD dan -] 00 00 en 00 en 00 men 00 Keua
Daersh tentang Peraturan Kepala ngan
APBD dan Daergh tentang
F Penjat APBD
Kepala D2erzh
tentang
Penjabaran
APBD
Jumlah Dokumen 1 1 1 1 4
informasi Dokum Dokumen Dokuns Dokum Doku
keuangan daerah e en en men
yang dapat di
akses publik
Jumlah Koordinssi 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kati FZ]
Dengzn SKPD Kali
$.02.02.201. | Koordinasi dan Jumlah Peraturan 9 9 9 9 36 PAD Bada
03 Penyusunan Daerzh tentang Dokum | 222.863.500. | Dokumen | 245,465000. | Dolum | 466,157,900. | Dokum 466,157,400. | Doku 1,400,643,800. a
Peraturan Perubahan APBD en 00 oo en 00 o 00 men 00 Keua
Daerah tentang dan Peraturan ngan
Kepala Dzerah
APBD dan tentang Penjabaran
Py Paubshan APBD
Kepals Daerzh
tentang
Penjsbaran
Perubahan
APBD
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9&
g

Jumtah Koordinasi
Dengan SKPD

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

16
Kali

50202201
09

Koordinasi dan
Penyusunan
Regulasi serta

Jumiah Dekumen
lasi serta
Kebijakan Bidang

Kebijakan
Bidang
Angganan

anggaran

31,170,500.0
0

Dokumen

30,500,000.0

179,310,000
00

179,309,500,
00

Doku
men

420,290,000.0
0

PAD

Keua
ngen

Jumlah Koordinasi

regulasi serta
kebijekan bidang

ditaksanakan

2 Kali

2Kali

2 Kali

2Kali

8 Kali

$.02.02.2.02

Laporan/

Perbeadabaraan
yang disusun dan
disampaikan
tepat waktu

92%

829,229,500,
00

93%

351,229,500.
[ J

94%

936,229,500,
00

84%

1,086,229,50
0.00

%

3,752,918,000.
00

Perben
dabhars

Bada

Keua
agan
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$.0202.2.02. | Koordinasi dan Jumiah Dokumen 264 264 264 264 1200 Perben Bada
01 Pengelotaan Hasil Koordinasi Lapora 153,213,500 Laponan 158,478,000 Lapona 179,295,500 Lapora 192,299,500 Lapor 683,286,500.0 | daharaa n
Kas Daerah dan Pengelolasn n n n an 0]nm Keuva
Kas Daerah ngan
Persentase SILPA 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 1.00
terhadap APBD %
5.02.022.02. | Pengelolaan Iumish Lzporan 1 1 1 1 4 Perben Bada
02 Sisa Lebih Hazil Pengelolaan Lapor | 5,580,000 Laporan | 5,580,000 Lapor | 5,580,000 Lapor | 7.580,000 Lapor 24,320,000.00 | dsharma | n
Perhitungan Sisa Lebih an an an an n Keua
Anggaran Peshitungan ngan
Tahun Anggaran izhun
Persentase SILPA 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% " 10%
teshadsp APBD
5.02.02.2.02. | Penyiapan, Jumlah Dokumen 28184 15000 15300 15500 73984 Perben Bada
03 Pelaksansan Hasil Dokum | 385,478,000 Dekumen 397,398,500 Dokum | 572,735,000 Dokum | 642,735,000 Dok 1,998,346,500. | daharss n
Pengendalian Pengendalian dzn en en en men Wle Keua
dan Penerbitan Penerbitan agan
Kas Anggaran Kas dan
dan SPD SPD
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5.02.022.02. | Koordinasi, Jumlah Dokumen 42 42 42 42 168 Perben Bada
05 Fasilitasi, Hasil Koordinasi , Dokum | 22,857,000 Dokumen 62,355,000 Dokum | 67,816,000 Dekum | 67,816,000 Doku 220,844,0000 | daharan n
Asistensi, Fasilitasi, [ en en men O|n Keus
Sinkronisasi, Asistensi, ngan
P Py ingkronisasi
Moritoringdan | Supervisi,
Eaes Moritoring s
Pengelolasn Evaluasi
Dzna Pengelolaan Dana
Perimb Perimbangan dan
dan Dana Dana Tranfer
Transfer Linnya
Lainnys
$.02022.02. | Kooedinasi Jumiah Dokumen 4 4 4 4 16
06 Pelaksanaan Hasil Koordinasi Dokum | 3.022,500 Dokumen Dokum Dokum Doku 3,022,500.00
Kerja samma Pelaksansan Kerja en en en men
dan sama dan
Pemantauazn Pemantauaan
Transaksi Nea Transsksi Non
Tunai dengan Tunai dengan
Lemb Lemb
Keusngan Bank | Keuangan Bank
dan Lembaga dan Lembaga
Keuang; K bukan
Bukan Bank Bank
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Ketiga ( PFK )

§.0202.202. | Koordinasi dan Jumlah Laporan 478 478 478 478 912 Petben Bada
o Penyusunan Realisasi Lapors | 83,813,000 Laporan 195,014,000 | Lapors | 107432000 | Lapors | 137428000 | Lapor | 523,687,000 | dearaa | n
Laporan Penerimasn dan n n n an 0] a Keus
Realisas Pengeluaran Kes ngan
Penerimaan dan Dazerah, Leporan
Pengeluaran Aliran Kas, dan
Kas Daerah, Pelaksanaan
Laporen Aliran Pemungutan/
Kas, dan Pemotongan dan
Pemungutar/Pe | Perhitungan Pihak
motengan dan Ketiga ( PFK ) dan
Penyetonan laporan hasil
Fihak Ketiga rangka
(PFK) penyusinan
Laporan Realisasi
Penetimaan dan
Pengeluaran Kas
daerah, Laporsn
Aliran Kas dan
pelaksanasn
Pemungutan /
Pemotongan dan
Penyetoran
Perhitungan Pihak
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5.02.022.02. | Rekonsiliasi Jumlah Dokumen 271 270 270 270 1080 Perben Bada
09 Daa hasil rekonsiliasi Dokum | 28,579,000 Dokumen 32,404,000 Dokum | 53,371,000 Dokum | 38,371,000 Doku 152,725,0000 | dakiraa n
Penerimaan dan | data penerimaan en en o men 0ln Keua
Pengel dan pengel ngan
Kas serta kas serta
Pemungutan Pemungutan dan
dmn Pemotongan stas
Pemotongen SP2D dengan
Atas SP2D Instansi tevkait
dengan Instansi
Terkait
5.02.02.2.02. | Pembinaan Jumizh Orang 188 188 138 188 752
n Pensteuszhaan yang mengikuti Orang 146,686,500 Orang Orang Orang Orang 146,636,500.0
Keuangan Pembinaan ]
Kabup Y] K n
Kota Pemerintsh
Kabupaten / Kota
5.02.02.2,03 Koordinasi P 100% 100% 100% 100% 180% AKLA Bada
dsn laporan 984,475,000, 945,275,000, 1,084,470,00 1,184,470,00 4,198,690,000, | P n
Pelakssnasn pertangguogiawa (1] 00 0.00 0.00 00 Keus
A i dan pelal ogan
Pelaporan APBD disusun
tepat wakta dan
Dzerah Sesusi SAP
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$02.02203. | Koordinasi Jumizh Laporan 144 144 14 144 576 AKLA Bada
[1}] Pelal hasil Koordinasi Lapors 108,430,000. Laporan 121,955,000. Lapona 142,955,000. Lapen 142,955,000. Lapor $16,295,0000 | P 0
Pelal n 00 00 a 00 n 00 an 0 Keua
Penteri dan | AX i ngan
Pengell Peneri dan
Kas Daerah Pengeluzran Kas
Daerah
Jumlah Verifikasi 16000 16000 16000 16000 64000
dan Pengujian atas Kali Kali Kati Kati Kaki
Bukti Memorial
yang dilakukan
5.02.02.203. | Rekonsiliasi Jumleh Dokumen 732 732 732 732 2928 AKLA Bada
02 dan Verifikasi hasil rekensiliasi Dokum | 125.222,000. | Dokumen | 122.670.,000. | Dokum 126943.000. | Dokum | 126.943,000. | Doku 501,778,0000 | P n
Aset, dan Verifikasi en 00 00 en 00 on 00 men [} Keus
Kewajiban, Aset , Kewajiban, ngan
Ekuitas, Elasitas,
3 Belgss
Pendapatan-LO | Pendapatan-LO,
dan Beban dan Beban
$.02.02.2.0). | Koordinasi Jumizh Laponn 18 Kali 18Kall 18 Kali 18 Kali 72 AKLA Bada
03 Penyusunan Pertanggungjawab 127,518,000. 140,620,000, 168,620,000, 228,620,000, Kali 665,378,0000 { P n
Lsponan an Pelaksanaan 00 00 00 00 0 Keus
Perunggungia | APBD ogan
wiban Bulanan Triwulan
Pelaksanaan 2n dan Semesteran
APBD yang disusun
Bulanan,
Triwulanan dan
Semesteran
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5.02.022.03.

Keuangan
SKPD, BLUD
dan Laporan
Keuangan

Dzerah

s§§

39,550,000.0
0

Ockumen

536
Doku

39,550,000.00

Persentase
Program Kegiatan
yang tidak
terisksana

10.00%

10.00%

10.00%

10.00%

Persentase Deviasi
Realizasi Delanja
Terhadap Belanja
Total Dalam
APBD

1%

1%

1%

1%

4%

Rasio Anggeran
sisa terhadap total
belanja dalam
APBD tahun
Sebetumnya

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.4%

Jumlah Publikasi
yang dilaksanakan
untuk Transparasi
dan Panisipasi
Publik

2Kl

2Kali

2Kati

2Kali

6 Kali

Jumish Dekumen
yang dapat di
akses publik thd
informasi
keuangan Daerah

1Doku
men

100kume

1Dokv

1Doku

Eh
3
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502.02.203. | Koordinasi dan Jumiah Rancangan 9 9 9 9 36 Bada
-1} Peny P Daenah Dokum 159,438,000. Dokumen 169,302,000, Dokum | 205,000,000, Dokum | 205,000,000. Dol 738,740,000.0 [
Rancangan tentang e 00 00 en 00 en 00 men 0 Keus
Peraturan Pertanggungjawab ngan
Daerah tentang an Pelaksanaan
Pertanggungjs APBD Kabupaten
waban 1Kot dan
Pelaksanasn
APBD Provinsi | Peraturan Kepala
dan Rancangan Dwah tentang
Kepala Dacrsh Pertanggungjawab
tentang 2n Pelaksanaan
Penjsbanan APBD Kabupaten
Pertanggungja 1 Kota
‘weban
Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kot
a
$.02.02203. | Penyusunan Jumish Dolumen 2 2 2 2 8 Bada
o8 Analisis Hasil Analisis Dokum | 107,014,000. Dokumen 44,776,000.0 Dokum | 75,000,000.0 Dokum | 750000000 | Doku 301,790,000.0 n
Laporsn Laporan en 00 ] en ] en 0 men 0 Keua
Pertanggungjs | Pertanggungjawab ngen
waban an Pelaksanazn
Pelaksansan APBD
APBD
5.02.02.2.03. | Penyusunan Jumlzah Kebijakan S 5 H L 20 Bada
09 Kebijakan dan dan Panduan pokum | 171,339,000 | ookumen | 109,758,000. | pokum | 1 19,758,000, | Dokum | 119,758,000. | Deku $20,613,000.0 n
Panduan Teknis | Teknis an 00 00 on 00 an 1] men 0 Keua
Openasional Operasional ngan
Penyelenggaraa | Penyelenggaraan
n Akuntansi Akuntensi
Daerzh Dzerah
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50202203 | Pembinaan Jumlsh Orang 60 60 Orang 60 60 240 AKLA Bada
1n Akuntansi, yang Mengikuti Onng 145,964,000, 236,194,000, Onang 246,194,000. Onng 286,194,000. orang 914,546,0000 | P n
Pelaporan dan Pembinaan 00 00 00 o0 Q Keua
Pertanggungin Akuntansi, ngan
waban Pelaporan dan
Pemerintzh Pertanggungjawab
Kabupaten/Kot | 2n Pemerintah
a Kabupaten/ Kota
5.02,02.2.04 P j Pr 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan Pelaksanaan 438,776,638, 505,310,612, 513,885,526, 522,630,347, 1,980,653,175,
Kewenangan Urusan 415,00 740.00 875.42 921.18 951.57
Pengelol. K
Kenn g Peagelok by
Daerah Keuangan
Daerah datsm
setahun
5.0202.204. | Analisis Jumiah Laporan 852 852 852 852 3408 PAD Beda
[::3 Perencanasn Hasil Analisis Lapora | 422,540,805, | Laporzn 483,788,389, | Lapora | 491,598,924, | Lepora | 499,569,549, | Lapor 1,892,497.669, n
dan Penyaluran Perencanasn dan n 600.00 740.00 n 475.42 n 767.15 an 582.57 Keua
B; Penyal ngan
Keuang; B Keuang;
perscriase belanja 1% % 1% 1% %
urusan
pemerintahan
umuem ( dikurangi
transfer
Expenditures )
5.02.02.2.04. | Pengelolaan Jumlah Laporan 10 10 10 10 40 PAD Bada
09 Dana Dansrat Hasil Pengelolaan Lapora | 6,834,247,67 Lsponan 11,411,6300 | Lapenn 11,411,630,0 Lapoea 11,411,6300 § Lapor 41,069,137,67 ]
dan Mendesak Dana Darurat dan n 0.00 00.00 a 00.00 n 00.00 an 000 Keua
Mendeszk ngan
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Jumiah SP2D 10 10 10 10 40
yang diterbitkan Dekum Dokumen Dokum Dokum Dol
e en en men
5.02.02.2.04, | Pengelolaan Jumiah Laporan 10 10 10 10 40 PAD Bada
10 Dana Bagi Hasil Peagelolzan Lapora 9,401,635,14 Laporan 10,110,593,0 Lapora 10,874,972,4 Lzpora 11,699,168,1 Lapor 42,086,168,69 n
Hasit Dana Bagi Hasil n .00 00.00 n 00.00 n $4.00 an 9.00 Keua
KabupateKot Kabupaten / Kota ngan
1
Jumlah SP2ZD 10 10 10 10 40
yang diterbitken Dokum Dokumen Dokum Dokum Doku
o en en men
Persentase Jumish 100% 100% 100% 100% 100%
Bagi Hasil
Kabupaten / Kota
dan Dess yang
dikelola
5.02.02,2.05 Pengelol. Pr 100% 100% 100% 100% 100% PAD Bada
Data dan Pengelolazn Data 302,765,500. 57,000,000.0 §7,000,000.0 $7,000,000.0 473,765,%00.0 a
Implementasi dan 00 [} 0 [ 0 Keua
Sistem Implementasi agn
Informast Sistem Informasi
Dzerah Daerah Linghup
Linghuy K
Keuangan Dacrab dalam
Daerab setahun
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$.02.02.205. | Implementasi Jumlah Dokumen 1 } 1 1 4 Kali Sekreta Bada
0 dan Hasil Deokum 241,765,500. | Dokumen 57,000,0000 | Dokum | 57,000,000.0 Dokum | 57,000,000.0 412,765,5000 1 rist n
Pemeliharaan Implementasi dan en 00 0 en 0 en 0 0 Keua
Sistem Pemeliharaan ngan
Informasi Sistern Informasi
r x
D2enah Bidang Dzenah Bidang
K K
Daerzh
$.0202205. | Pembinaan Jumlizh Orang (] 92 Orang 2 92 368
03 Sistem mengikuti Ornang 61,000,000.0 Ornang Orang orang 61,000,000.00
Infi i Pembi Sistem []
i Informasi
Daersh Bidang Pemerintah
Keuangan Dzersh Bidang
Daerah Keuangan Daersh
Kabupaten / Kabupaten / Kota
Kota
Meaiogk $.02.03 Prog P BMD 9N% 92% 95% 100% 100% BMD Bada
atays Pengelolaan yang terdata dan 1,100,838.50 1,065,838,50 1,200,838,50 1,300,838,50 4,668,354,000, [}
Kuslitas Barang Mitik Iayak 0.00 0.00 0.00 0.00 00 Keua
Pengelol Daerah ngan
aan
Barang
Milik
Dsersh
§.02.03.2.01. | Pengelol P 100% 100% 100% 100%
Barang Miik Laperan/ 1,100,338,50 1,065,838,50 1,200,338,50 1,300,838,50 | - 4,668,354,000,
Daerah Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 ]
Barang Milik
Daerah yang
digusun dan
disampaikan
tepat wakin
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5.02.03.201. | Penyusunan Jumlah Standart 1 ! 1 ] 4 BMD Bada
01 Standar Harga Harga yang Dokum | 155,053,000. | Dokumen 132,000,000. | Dokum | 125000,000. | Dokum | 139,000,000. | Doku $55,053,000.0 n
disusun en 00 00 en 00 en 00 men 0 Keus
ngan
Jumish SKPD 47 47 SKPD 47 47 188
yang SKPD SKPD SKPD SKPD
menyampaikan
usulan SSH
Jumlah Koerdinasi 6 Kali 6 Kali 6 Kali 6 Kali 24
Dengan SKPD Kali
50203201, | Penyusunan Jumlah Rencana 47 47 47 47 188 BMD Bada
03 Perencansan Kebutuhan Barang Dokum | 51,480,500 Dckumen 52,816,395 Dokum | 55,000,000 Dokum | 68,404,600 Doku 227,701,495.0 n
Kebutuhan Milik Daerah an en en men o Keus
Barang Milik ngan
Daerzh
Jumlah SKPD 47 47SKPD a7 47 188
yang SKPD SKPD SKPD SKPD
menyampaikan
RKBMD
Jumlzh Peserta 47 47crang a7 a7 183
Bimbingan Teknis orang onarg crang Orang
Pengelolaan BMD
yang dilakssnakan
Jumiah 6Kali 6Kali 6 Kali 6Kali 24
Koordinasi Kali
Dengan SKPD
$02.03.201l. | Penyusunan Jumiah Kebijakan 1 1 1 1 4
04 Kebijakan Pengelolasn Dokum | 96,162,000 Dokumen Dokum Dokum Doku 96,162,000.00
Pengelolaan Barang Milik en en an men
Barang Milik Dzerah
daerah
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$.0203.2.01. | Penatausshaan Jumizh Laporan 1 1Laponen 1 1 4 BMD Bada
05 Barang Milik Penatausahzan Lapora | 175,148,500 148,979,874 Lapora | 180,515,874 Lepora | 178,000,000 Lapor 682,644,2480 n
Daerah Barang Milik n n n an L] Keva
Dazerah ngan
5.02.03.2.01. | Inventarisasi Jumizh Laporan ) S Laporan 5 5 16
05 Barang Mitik Hasil Inventarisasi Lapora | 46,162,000 tapora Lapcra Lapor 46,162,000.00
Daerah ( LHI) Birang a n n an
Milik Dzersh
$.02.03.201. | Pengamanan Jumlah Lsporan 4 4 Laporan 4 4 16 BMD Bada
07 Barang Milik Hasil Lapora | 241,514,500 266,885,960 Lapora | 300,689,961 Lapora | 325,000,000 Lapot 1.134,090,428. n
Dzenah Barang Milik n a n an 00 Keua
Daerah ngan
Jumizh Dokumen 2 2 2 2 8
ssli Kepemilikan Dokum Dokumen Dokum Dokum Doku
BMD yang en en L] men
disimpan
Jumlah 6Kali 6 Kali 6Kali 6Kali 2
Dengan SKPD
502.03.201. | Optimalisasi Jumlah Dokumen 5 S 5 E] 20 BMD Bada
10 Penggunaasn, Hasil Optimalisasi Dokum | 105,179,000 Dokumen | 245,995,526 Dokum | 277,378,922 Dokum | 100,000,000 Doku 928,553,448.0 n
Pemanfaatan, Penggunaan , en en en men 0 Keua
Pemindahtangg | Pemanfaatan, ngan
anan Pemindshtanggana
Pemusnahan 0, Pemusashan,
dan dan Penghapusan
Penghspussn Barang Milik
Barang Milik Daerah
Dacrah
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Jumlsh Publikasi 3Kali 3Kali 3Kali 3%ali 12
yarg Kali
untuk Transparasi
dan Partisipasi
Publik
Jumish 6 Kati 6 Kali 6 Kafi 6 Kali 24
Koordinasi Kali
Dengan SKPD
5.02.03.201. | Rekonsiliasi Jurish Laporan 4 4 4 4 16 BMD Bada
n dalem rangka Haxsil Rekonsiliasi Lapor 55,361,500 Laporan Lapor 28,000,000 Lapor | 45,000,000 Lapar 128,361,500.0 n
Penyusunan Dalam rangka an an an an 0 Keua
Laporan Barang | Penyusunan ngan
Milik Daeraly Laporan Barang
Milik Daerah
Jumish 6 Kati 6 Kali 6 Kati 6 Kati 24
Koordinasi Kali
Dengan SKPD
502.03.201. | Penyusunan Jumlah Laporan 47 47 47 47 188 BMD Bada
12 Laporan Barang | Barang Milik Lapora | 52,408,500 Laporan 119,160,745 Lapora | 134,253,743 Lapora | 145.433,900 Lapor 451,256,888.0 n
Milik Dzerah Daerzh yang n n n an ] Keua
disusun ngan
Jumlah 6 Kali 6 Kati 6 Kati 6 Kati 24
Koordinasi Kali

Dengan SKPD
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50203.201. | Pembinsan Jumlah Orang a7 47 47 a7 188 BMD Bada
13 Pengclolasn yang Mengikuti orang | 118,369,000. orang 100,000,000, | oreng | 100,000000. | orang | 100,000,000 | Orarg | 418,369.0000 n
Barang Milik Pembinaan 0 00 00 00 L] Keua
daersh Pengelolaan ngan
Pemerintah Barang Milik
Kabupaten/ Dacrsh
Kota Pemerintsh
Kabupaten / Kota
Jumlah SKPD 47 47 a7 47 188
yang SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD
Menindzklanjuti
Hasil Pembinaan
yang dilaksanakan
5.02.04 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100% Bada
Pengelol, Penings 2,267,209,00 2,032,068,50 2,444,146,50 2,910,069,00 9,653,493,000. n
Pendapatan Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 [ Keua
Daerah dan Retribusi ngan
Daerah
5.02.04.2.01. Pengelel. P 100% 100% 100% 100% 100%
Pendapatan Ekstensifibasi 2,267.209,00 2,032,068,50 2,444,146,30 2,910,069,00
Daerab dan Intensifikasi 0.00 0.00 0.00 0.00
Pendapatan yang
dilaksanakan
5.0204.201. | Perencanaan Jumlah Dokumen 8 [] 8 8 32 PIEPD Bada
0l pengelolaan Rencana Dokum 93,748,000.0 Dokumen 73,748,000.0 Dokum 77,785,000.0 Dokum 108,145,000, Doku 353,426,0000 n
pajek daerah Pengelolaan Pajak en ] 0 en (] en 00 men 0 Keua
Dacrah ngan
Juralah Fasilitasi 10K 10Kah 10K 10Kal 40
dan i Kali
kegiatan
Perencanaan
Pendapatan
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Kebijakan Pajak
Dazerah

Jumlzh 2Kah 2Kai 2K 2Kah 8 Kali
pendampingan
Aplikasi PBB dan
BPHTB yang di
lzksanskan
502042.01. | Analisadan Jumlah Dolumen 3 ] 3 3 12 P3EPD | Bada
0z Pengembangan | Hasil Analis Pajak Dokum | 89,873,000.0 Dokumen | 52,873.0000 | Dokum | 73.6950000 | Dokum | 86,715,0000 | Doku 303,156,000.0 n
Pajak Daerah, Dacerah serta en 0 o en 0 en 0 men 0 Keua
serta P ngan
Penyusunan Pajak D2eczh dan
Kebijakan Kabijakan Pajak
Pajak Dacrah. Dzerah
Jumlsh Peserta 35 350rang 35 3B 140
Bimtek Orang Orang Orang orang
Pengelolzan Pajzk
yang
diselenggarskan
5.0204.2.01. | Penyuluhan dan JUmlah Laporan 12 12 12 12 48 PIEFD Bada
0 penyebark Pelal taporan | 20338,0000 | lsporan | 19,572,5000 | taporan | 90,950,0000 | lsporan | 117.070,000. | Laper | 247.935,5000 n
Kebijakan Penyuluhan dan /] [ 0 00 an 0 Keua
Pajak Dacrah Penyebarluasan ngan
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Jumiah
Penyuluhen dan
Penycbarluasan
Kebijakan Pajak
Dserah yang
dilaksantkan
untuk Transparasi
dan Partisipasi
Publik

12 Kali

12 Kati

12 Kali

12 Kali

48
Kali

5.02.04.2.01.
(5]

Pendsiazn dan
Objek Pajak
Daersh

Daerah, Subyek
Pajak dan Wajib
Pajak Dzerah

1,031,411,00
0.00

{8

931,411,000.
00

1,096,735,00
0.00

ie

1,127,235,00
0.00

4,186,792,000.

PIEPD

=3
£

5.02.04.201.
06

Pengelolaan,
Pemeliharasn,
dan Pelaporan
Basis Data
Pajak Daerah

12

10,765,000.0
0

12 Laporan

12,340,000.0
]

31,060,000.0
0

12

31,060,000.0

48
Lapor
an

85,225,000.00

P3EPD

§°E

Jumizh splikasi
pajek daerah yang
dipelitara

T

5.02.04.201.
08

Penctapan
Wajib Pajak
Dazerah

JUmlah Dokumen
Ketetepan Pajak
Daerah
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5.02.04.2.01.
]

Pelayanan dan
Konsultasi
Pajzk Daersh

Jumiah Layanan
dan Konsultasi
Pajak daersh

34,867,000.0
0

Layanan

33,990,000.0
0

37,990,000,0
0

40
Layana

37,990,0000
0

160
Layan
an

144,337,000.0
0

P3EPD

Bada

Keua
ngan

5.02.04.2.1.1
0

Penelitian dan
Verifikasi Data
Pelaporan Pajak
Daerah

Jumlah Data
Pelzporan Pajak
Datrah yang Telsh
dilakvkaa
Penelitian dan
Verifikasi

Dekum
en

96,635,000

Dolumen

96,635,000

110,437,500

Dokum

181,437,500

Doku
men

485,145,000.0
0

PPD

Keus
ngan

Persentase
Deviasi realisasi
PAD thd anggaran
PAD dalam AFBD
yang disusun tepat
wakty

0.80%

0.80%

0.80%

0.80%

5.02.04.2.1.1
1

Penagihan
Pajak Daerah

Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Penagihan Pajak
Daerah

240
Dokum

179,706,000

240
Dokumen

145,000,000

240
Dokum

220,000,000

240
Dokum

365,000,000

Deku
men

909,706,000.0

PPD

Keua
ngan

50204211
3

Pengendalian,
Pemeriksaan
dan

Jumlah Dokunten
Hasil Pemeriksaan
serta

Pengendaliian dan

Pajzk Dzerah

Pengawasan Pajak
Daersh

709,866,000

Dokumen

666,494,000

705,494,000

855,416,500

32

men

2,937,270,500,
00

PPD

Bada

Keua
ngan

Jumiah Dokumen
Realisasi PBB
yang di
Publikasikan di
Wabsite

g

Jumtiah Publikasi
yang dilaksanzkan
untuk Transparasi
dan Partisipasi
Publik

1kali

Lkali

Tkali

4 Kali
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan, atau bisa juga diartikan suatu variabel yang digunakan untuk
mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi
dengan berpedoman pada targeltarget dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa
indikator kinerja merupakan Kkriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran
tertentu.Indikator kinerja (perfomance indicator) sering disamakan dengan ukuran
kinerja (performance measure). Namun sebenarnya, meskipun Kkeduanya
merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna.lndikator
kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang
sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung
kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada
penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih Dbersifat
kuantitatif.Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk
menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang lentunya tetap
mengacu pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dibawah
ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
mendatang dan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2021-2026dalam Tabel T-C28 :
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Tabel T-C.28
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
.. Target Kinerja pada tahun -
No Indikator Tujuan/ Sasaran Kondisi Awal
(Tahun 2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah NA 79 79 79.12 79.22 79.32 79.42
(peringkat Baik)
2 | Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah NA 80 80 80,25 80,50 80,75 81,00
3 | Persentase PAD terhadap APBD NA - 11,77% 12,05% 12,66% 13,08% 13,52%
4 | Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan 97,90% 97,90% 97,90% 98,00% 98,25% 98,50% 99,00%
Keuangan, Kategori Tertib
5 | Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah 95,01% 95,03% 95,05% 95,10% 95.15% 95,20% 95,25%
(BMD) Kategori Tertib
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Kabupaten Ngawi tahun 2021
- 2026 merupakan pedoman atau dasar bagi seluruh unsur yang ada di Badan
Keuangan dalam mengemban tugas sebagai Pengelola Keuangan dan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.Di samping itu, Rencana Strategis Badan
Keuangan ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi masyarakat dalam
mengawal terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan Pengelola Keuangan
dan Barang Milik Daerah secara transparan. Renstra Badan Keuangan Kabupaten
Ngawi tahun 2021 - 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) selama kurun waktu 5 tahun. Rensta Badan Keuangan juga menjadi tolok
ukur dalam evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan
Badan Keuangan. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan atau daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra dengan
mendasarkan  pada  ketentuan = peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Keberhasilan pencapaian visi misi Kabupaten Ngawi tahun 2021 - 2026
sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya,
terutama komitmen seluruh komponen Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk
melaksanakan Rencana Strategis tersebut dengan penuh tanggung jawab.Selain itu
ditentukan pula oleh kemampuan, kesiapan, dan profesionalisme serta sikap
_mental Sumber Daya Aparatur.Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada
semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat
konstruktif sehingga Renstra Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026
menjadi lebih baik.

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dilaksanakan dengan

memperhatikan :

a. Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja tahunan, sebagai acuan dan upaya menjaga konsistensi antara
perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan

pelaksanaan serta dokumen perencanaan;

b. Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan pada Rencana Strategis
(RENSTRA) yang telah ditetapkan yaitu tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke
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depan, maka perubahan tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan, akan tetapi perubahan tersebut hanya dapat
memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran.
Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih

dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

8.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan ,

maka rekomendasi rencana tindaklanjut sebagai berikut :

a. Rencana Strategis (RENSTRA) harus dievaluasi secara periodik sebagai

bahan masukan dalam penyusunan perencanaan selanjutnya.

b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar
bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan

permasalahan keuangan dan asset daerah;

c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja

pelaksanaan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).




